TS AT

e

a 2 4

PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya
sehingga Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
(OPD, Kecamatan dan Nagari) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selaran secara
melalui aplikasi zoom meeting pada hari Rabu — Kamis/21 — 22 Juli 2021 dapat

terselenggara dengan baik dan lancar.

Laporan ini menyajikan gambaran pelaksanaan Rapat koordinasi PPID Pembantu di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyelenggaraan Rakor bertujuan untuk
monitoring dan evaluasi terhadap kinerja masing — masing PPID terhadap pengelolaan dan
pelayanan informasi publik. Diharapkan dengan penyelenggaraan Rakor ini ada feedback/
umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja PPID demi Penerapan Keterbukaan
Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan amanah Undang — Undang
Nomor 14 Tahun 2008.

Agenda Rakor dilaksanakan selama 2 (dua) hari, Rabu — Kamis/21 — 22 Juli 2021 yang
dibagi dalam 2 kategori yaitu OPD/Kecamatan dan Pemerintahan Nagari. Rakor
dilaksanakan dengan beberapa orang pemateri yang berasal dari Komisi Informasi Pusat,
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab.Pesisir Selatan selaku PPID Utama yang memberikan pemahaman dan penjelasan

terkait kewajiaban dan tugas serta fungsi PPID.

Demikian Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi PPID Pembantu Lingkup Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan ini kami buat, semoga menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur
dalam pelaksanaan kegiatan rakor PPID serta menjadi bahan perbaikan untuk masa yang
akan datang.

Painan, 23 Juli 2021
Kepala Seksi P#layanan Informasi Publik

\_A SARI, S.Kom

N,

SILVIA PE
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LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin
dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan
sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya
teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah
informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi
dengan baik pula dan tanpa informasi seseorang tidak akan mampu untuk berkembang
ke arah yang lebih baik. Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat
dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk
mendapatkan informasi.

Keterbukaan informasi bertujuan untuk memudahkan pengawasan masyarakat
terhadap proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Badan
Publik/Pejabat Publik. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-
sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan
berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan
kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya
sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan
orang lain.

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik
dimana OPD, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari adalah merupakan Badan Publik.
Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang —
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP
juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian
hukum tentang informasi — informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan
informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Keterbukaan
Informasi Publik merupakan salah satu elemen penting yang harus dipenuhi sebuah
Pemerintahan Daerah yang ingin memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang
terbuka dengan mengedepankan prinsip — prinsip Good Governance.

Sebuah Badan Publik dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang —
Undang KIP pada pasal 7 dan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu :

a. Badan Publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan

mengenai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik

b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

c. Menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi

yang diterbitkan dan diterima.

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pesisir Selatan melakukan monitoring dan
evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam
rangka meningkatkan dan mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten
Pesisir Selatan salah satu dengan rutin mengadakan Rapat Koordinasi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan. Rapat Koordinadi PPID ini merupakan wahana koordinasi dan komunikasi
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PPID dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan
yang “Informatif”.

DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa;

f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

g. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor: 487/14/Kominfo-PS/VII/2021 tentang Pembentukan Panitia
Penyelenggara Rapat Koordinasi (RAKOR) Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu (OPD, Kecamatan dan Nagari) di lingkup
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan
Maksud dari kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021
adalah sebagai sarana penyamaan persepsi serta sebagai salah satu alat untuk
monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi yang dilakukan oleh
PPID Pembantu.

b. Tujuan Kegiatan
Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1) Untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi bagi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tugas dan fungsi pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

3) Sebagai forum komunikasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
Pembantu se-Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pelayanan
informasi publik.

4. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rakor PPID Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan
ditengah wabah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi di Indonesia
khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga penyelenggaraan kegiatan rakor
dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dengan beberapa tahapan
yaitu:
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1. Penyampaian materi oleh narasumber
2. Diskusi dan tanya jawab

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (satu) hari melalui aplikasi zoom meeting yang

dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

a. Rabu/ 21 Juli 2021
Badan Publik : OPD dan Kecamatan dengan mengangkat tema “Pentingnya Peran
PPID Dalam Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Guna
Mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan Informatif”

b. Kamis /22 Juli 2021
Badan Publik : Pemerintahan Desa / Nagari, dengan tema : “Peran Penting Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mewujudkan Pelayanan
Informasi yang Cepat, Tepat dan Akurat untuk Kemajuan Nagari”.

NARASUMBER DAN PANITIA

Narasumber/pemateri pada kegiatan ini berasal dari :

a. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (Drs. Hendra J. Kede, M.Si)

b. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Arif Yumardi, S.T)

c. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik (Adrian Tuswandi, S.H)

d. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama (Junaidi, S.Kom, M.E)

e. Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan (Drs. Adri, M.Si)

f.  Tenaga Ahli/Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (Riki Dwi Putra, S.Kom, M.Kom)

Panitia yaitu Tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya di Bidang Statistik
dan Pelayanan Informasi. Sedangkan yang menjadi moderator pada kegiatan Rakor
tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan (Harrison Tar, S.Pi, M.Si)

b. Kepala Seksi Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pesisir Selatan (Silvia Permata Sari, S.Kom)

PESERTA

Peserta pada Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah sebagai berikut :

a. Semua Sekretaris perangkat daerah dan kecamatan serta Sekretaris Nagari selaku
PPID Pembantu

b. Staf teknis yang bertugas sebagai admin PPID Pembantu/Operator Website pada
semua Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari

ANGGARAN

Pembiayaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
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9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
a. Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

(PPID) Pembantu

OPD Dan Kecamatan Di

Kabupaten Pesisir Selatan (Rabu/21 Juli 2021)

Lingkup Pemerintah

No. Waktu (Wib) Acara Petugas
1. 07.30 - 08.30 | Persiapan Meeting Room Panitia
2. 08.30-09.00 Peserta gabung meeting room Panitia
3. 09.00 — 09.05 | Pembukaan MC
4. 08.05-08.10 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Panitia
5. 08.10 — 08.15 | Laporan Ketua Panitia Kabid Statistik dan Pelayanan
Informasi
6. 08.15-08.25 | Sambutan/Sekaligus membuka acara | Bupati/Wakil Bupati Pesisir
Selatan
7. 08.25-09.30 | Pembacaan Do’a
8. 09.30 Penyampaian Materi Moderator :
Kepala Bidang Statistik dan
Pelayanan Informasi
9. 09.30 - 10.30 | Penyampaian Materi : Komisi Informasi Pusat
Topik : “Penerapan UU KIP dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”
10. | 10.30-11.30 | Penyampaian Materi : Komisi Informasi Provinsi
Topik : “Optimalisasi Tugas dan Fungsi Sumatera Barat
PPID dalam rangka Pelayanan
Informasi Publik yang informatif”
11. 11.30 - 12.00 | Diskusi dan Tanya Jawab Moderator
12. 12.00-13.30 |[ISHOMA
Penyampaian Materi :
Topik : “Implementasi Keterbukaan Kepala Dinas Komunikasi dan
13. 13.30 - 14.30 | Informasi Publik di Pemerintah Informatika Kabupaten Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan” Selatan
14. 14.30 — 15.00 | Diskusi dan Tanya Jawab Moderator
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b. Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Nagari Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Kamis/

22 Juli 2021)
No. Waktu (Wib) Acara Petugas
1. | 07.30-08.00 Persiapan Meeting Room Panitia
2. | 08.00-08.30 Peserta gabung meeting room Panitia
3. | 08.30-08.35 Pembukaan MC
4. | 08.35-08.40 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Panitia
5. | 08.40 - 08.45 Laporan Ketua Panitia Kabid Statistik dan Pelayanan
Informasi
08.45 — 08.55 Sambutan/Sekaligus membuka acara | Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan
7. | 08.55-09.00 Pembacaan Do’a
8. | 09.00 Sesi1l: Moderator :
Penyampaian Materi Kabid Statistik dan Pelayanan
Informasi
9. | 09.00-10.00 Penyampaian Materi : Komisi Informasi Pusat
Topik : “Penerapan Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2018
tentang Standar Layanan Informasi
Publik Desa dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa”
10. | 10.00 - 11.00 Penyampaian Materi : Komisi Informasi Provinsi Sumatera
Topik : “Strategi mempercepat Barat
Keterbukaan Informasi Publik di
Pemerintahan Desa/Nagari”
11. | 11.00 - 12.00 Penyampaian Materi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat
D . dan Desa, Pengendalian Penduduk
Topik : “Transparansi dalam
Pembanaunan Desa/Naaari” dan Keluarga Berencana
embangunan Lesa/Naga Kabupaten Pesisir Selatan
11. | 12.00-12.30 Penyampaian Materi : Kepala Dinas Komunikasi dan
Topik : “Evaluasi Pengelolaan dan Informatika Kabupaten Pesisir
. . Selatan
Pelayanan Informasi Publik
Pemerintahan Desa/Nagari di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan”
12. | 12.30 - 13.00 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator
13. | 13.00 - 14.00 ISHOMA
14. | 14.00 Sesi 2 Moderator :
Penyampaian Materi Kasi Layanan e-Government
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15. | 14.00 — 15.00 Teknis Pengisian Sistem Informasi Kabid Penyelenggaraan e-
Nagari (SINAR) Government/Tenaga TIK

10. ARAHAN BUPATI PESISIR SELATAN
Dalam sambutannya Bupati Pesisir Selatan menyampaikan hal — hal sebagai berikut :

a.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya,
serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan institusi yang
mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat akan informasi yang
bertugas dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan informasi di Badan Publik, serta mengawal dan melaksanakan Undang —
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari sebagai Badan Publik
tidak boleh lagi menutup hak akses masyarakat untuk mengetahui program dan
kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.

Dalam Pelayanan Informasi Publik, PPID-lah yang menjadi garda terdepan dalam
memberikan jawaban dan informasi yang diminta agar tidak menimbulkan sengketa
informasi publik

Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari sebagai Badan Publik
harus lebih meningkatkan komitmen dan tetap konsisten dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi publik.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten informatif dengan 3 (tiga) kali berturut
— turut sebagai terbiak | pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang
diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat merupakan bukti bahwa
Kabupaten Pesisir Selatan selalu berusaha mewujudkan transparansi dalam
penyelenggeraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan 3(tiga) tahun terakhir
merupakan atas dukungan dan kontribusi data/informasi yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan dari PPID pembantu (OPD, Kecamatan dan Pemerintahan
Nagari).

11. PENYAMPAIAN MATERI

a.

Rabu/ 21 Juli 2021
Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) OPD dan Kecamatan
di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Dengan Tema :

“Pentingnya Peran PPID dalam Meningkatkan Kualitas Keterbukaan
Informasi Publik guna mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan
INFORMATIF”

1) Drs. Hendra J. Kede, M.Si (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat)
Materi : Penerapan Uu Kip Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
“‘Mengawal Hak Azazi dan Hak Konstitusional Warga Negara Atas
Informasi, Mewujudkan Indonesia Lima Besar Kekuatan Ekonomi Dunia”
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. KOMISI INFORMASI
: Regublik Indonesia

‘Mengawal Hak Azazi dan Hak Konsatusmml
Mewujudkan Indonesia Lzma Besar

Oleh : Hendra J Kede Webinar : Setda Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,

Wakil Ketua Komisi Infi asi Pusat umatera Barat
R:publ:;(lll:do(:,':sisa e Zoom Meeting, 21 Juli 2021

PRESIDEN RI, BAPAK IR. H. JOKO WIDODO
SAAT MUSRENBANGNAS 2019 / PENJELASAN
Ul CIPNAKER

LL‘ o "‘*-1

Sy REZIM KETERBUKAAN
%L’ INFORMASI PUBLIK
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SEJENAK TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI

SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

The Universal
Declaration of Human

\% United Nations | Rights (DUHAM)
Human Rights  Difasilkan oleh Komisi Hak Asasi
Manusia PBB pada sidangnya
tanggal 10 Desember 1948 dan

diterima secara resmi dalam
Sidang Umum PBB.

OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

r

Untuk Berkomunikasi
Dan  Memperoleh  Informasi Untuk
Mengengembangkan Pribadi dan Lingkungan
Sosialnya, Serta Berhak Untuk Mencari,

Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengelola,
Dan  Menyampaikan Informasi Dengan
Menggunakan Segala Jenis Saluran Yang
Tersedia

@m:mnam oba'ulmﬂavﬂ omm‘ld omn
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MAKNA PASAL 28F UUD NRI 1945

MENGAKUI HAK ATAS INFORMASI SEBAGAI
SEKALIGUS MEMBERIKAN HAK
KONSTITUSIONAL BARU KEPADA WARGA NEGARA

MEMBERIKAN KEWAJIBAN BARU KEPADA
UNTUK MELAYANI DAN MENJAMIN TERLAKSANANYA HAK
KONSTITUSIONAL BARU WARGA NEGARA ATAS INFORMASI INI

— ' ———_
MAKNA LEBIH LANJUT PASAL 28F UUD 45

I'DAK BOLEH ADA SATUPUN PERATURAN DIBAWAH UUD 1945 YANG
MENGURANGI HAK MASYARAKAT UNTUK MENGASES, MEMINTA,
MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGIOLAH, DAN MENGGUNAKAN INFORMASI

YANG TERSIMPAN DALAM DOKUMEN NEGARA

I'NDAK BOLEH ADA SEORANGNGPUN PEJABAT MENGELUARKAN
PERATURAN YANG MENGURANGI HAK MASYARAKAT UNTUK MENGASES,
MEMINTA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGIOLAEH, DAN MENGGUNAKAN

INFORMASI YANG TERSIMPAN DALAM DOKUMEN NEGARA

TERJADI PERUBAHAN REZIM PENGELOLAAN INFORMASI

Pasca Amandemen Il UUD NRI 1945
‘ dan UU 14/2008
“Seluruh Informasi Yang Tersimpan
Dalam Dokumen-Dokumen Badan
Publik Status Dasamya Adalah
TERBUKA dan Jika Ada Yang

Tertutup/Rahasia Harus Melalui
Proses”

1945 — Amandemen |l UUD NRI
1945

“Seluruh Informasi Yang Tersimpan
Dalam Dokumen-Dokumen Badan
Publik Status Dasarnya Adalah

Rahasia dan Jika Ada Yang Terbuka
Harus Melalui Proses” ‘f
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TENTANG

\V, UU 14 TAHUN 2008
“upla:t” KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

)
Maximum Access Limited Exemption 4 ’
T ‘ vy

Al
Perecapan UU 14 Toun 2008 tertang KeterSubaon informas Publk (LU V.h
menegang ponup yarg fundamental yaitu masimare occest Aeded peemption, artinga
oS seleas hauna tvhadap leformasi Publk dmgan pengecusian yang Wit &n
berhitai
Seuns inforreasl pada hatbatrrgs bersfat tetbabs, Manya sebogen becl
irformasi pang Statia rahasa stau dhibecusiian Pemderiohusn pengecurian smiormay
harus ddrarkon jada aon lehathhatan dengan mesgpurakan metode i
onseleent dan of wperangan aubbh Sera pemberbiean Sates hershasaan
terhadap inforrasi mendii Datan waitte Prinsp ind Tidak serrlistinl rudng linglap
baden publie hars peds nsttuy regars sajs, Setags g inatitesl di huse regane yeng
Merdapasca 1ort] MEngunica” arggyan regan )

- lw
sdaltie

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA : >

MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI "‘:-;,

MENGAJUKAN KEBERATAN INFORMASI

MENGAJUKAN SENGKETA INFORMASI

MENGAJUKAN PROSES PIDANA

@) Womwes Iriormass Pus ¥ o Yorne nforrras Puse RO o ormel infornes Pues 0 PP e
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AEMBENTUK KOMISI INFORMASI UNTUK MENJAMIN AGAR
P MELAYANI HAK WARTA NEGARA ATAS INFORMASI

MEMBENTUK PPID DI SEMUA BADAN PUBLIK

MEKANISME AJUDIKASI NONLITIGASI

SANGSI PERDATA UNTUK PEJABAT

SANGSI PIDANA UNTUK PEJABAT

HAK PEMOHON
INFORMASI
= PUBLIK —=—

\Y

Melihat & Mengetahui Informasi Publik

Menghadiri Pertemuan Publik

Mendapatkansalinan [P Berdasar Permohonan

Menyebarluaskan IP Berdasar Peraturan Per-UU

Mengajukan gugatan Sengketa IP ke Kl

(£2)) romes bverens s A o ¥ Infoenes Puse /) O e feres Aee O el
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o Al

Akurat

Beown
Tk Munywsatan 4
\_ —
sl
™ Mengklasifika »

Memelihara

KLASIFIKASI INFORMASI

DIUMUMKAN BERKALA
Panyebarmunsan Informasl disampaian dengan

TERSEDA SETIAPSAAT
,  Informas! Pastl Artrrya, untuk mermpero
Wb diumumian mnpa penundaan, fehinya hans dlakusan dengan
Merryangt ancaman erMadap hajat Mengk N ponTirTtaan
hidup oming bamyuk dan ketertiban \

Ll DIECUALIKGAN

Muirum, Access Lmted, Ecerrption
MyE

() vomes ytrvas met 11 o v btberes P &1 O Vomes bt P O OVt

- 4| Klasifikasi Informasi Publik |

TERBUK. DIKECUALIKAN a

W DIUMUMKAN RAHASIA
Ll osiserir e i U9 NEGARA
Jao A DIUMUMKAN RAHASIA |
el PRIBADI v
PALAL 4 AVAT SMLE LU e
TERSEDIA - r
@ SETIAP SAAT RAHASIA
LAY, - BISNIS
() _ “  BERDASARKAN e o pis iz "
\ b o W a PERMINTAAN
5 ¢ 5
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HAK MENGECUALIKAN (BACA:
MERAHASIAKAN) INFORMASI

—

-

100 % ADA PADA PPID BADAN PUBLIK ESDM SEPANJANG
MELALUI PROSES UJI KONSEKUENSI DAN PENETAPAN
MELALUI SK & BERSIFAT MENGIKAT SEKETIKAMENURUT
HUKUM BAGI SETIAP ORANG DAN BH, WALAUPUN DAPAT
DISENGKETAKAN KE KOMISI INFORMASI

go=
D

§ SENGKETA INFORMAS|

2

[2

¢
v
v Y
<

—  Sengketa Informasi terjadi jika ada perbedaan
pendapat antara Publik dengan Badan Publik tentang
status sebuah informasi yang tersimpan dalam
dokumen yang dikuasai Badan Publik, Publik
berpendapat berhak mengakses sementara Badan
Publik berpendapat sebaliknya, baik atas informasi
yang sudah dikecualikan (Pasal 17) maupun belum
dikecualikan (Pasal 6)

— T

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|

15



DUA PERTANYAAN PENTING

PERTAMA
KENAPA SEBUAH SENGKETA INFORMASI TIMBUL

KEDUA
BAGAIMANA SENGKETA INFORMASI DISELESAIKAN
DI KOMISI INFORMASI

PERTAMA
KENAPA SEBUAH SENGKETA INFORMASI TIMBUL

PPID UTAMA TIDAK MEMENUHI PERMOHONAN PEMOHON

ATASAN PPID TIDAK MEMENUHI PERMOHONAN PEMOHON
INFORM

PEMOHON MENGAJUKAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI
DAN TERPENUHINYA PERSYARATAN REGISTER SENGKETA
DI KOMISI INFORMASI.

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|

16



KEDUA

BAGAIMANA SENGKETA INFORMASI
DISELESAIKAN DI KOMISI INFORMASI

— OBJEK DAN SUBJEK%EN KETA INFORMASI
Objek Sengketa Informasi Subjek Sengketa Informasi

adalah Status Informasi
Yang Dikuasai Badan

adalah Badan Publik, untuk
menjelaskan proses dan

Publik, apakah Terbuka alasan suatu informasi
atau Dikecualikan Dikecualikan (Pasal 17) atau
sehingga konsekuens; menjelaskan dalil-dalilnya

sertu  membuktikan kenapa

dari Putusan hanya menolak memberikan sebuah
terhadap dua hal tersebut informasi (Pasal 6). Apapun
(Terbuka atau Putusan, BP hanya wajib
Dikecualikan), tidak ada melaksanakan namun BP tidak
konsekuaensi lain bisa dihukum atas tindakannya

terhadap Subjek yaitu BP

Mengecualikan atau Menolak
memberikan informasi

INFORMASI DIKECUALIKAN
PASAL 17 & ADA SK PENETAPAN I DILANJUT
FERBUKA PEMBUKTIAN

BP MENOLAK MEMBERIKAN ¢ >
Setwiy : % cupsps U BERITA ACARA &

PUTUSAN FINAL

AJUDIKASI SIDANG
TERBUKA UNTUK
PEMBUKTIAN &
PUTUSAN

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|
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= 7 /
AJUDIKASI NONLITIGASI

. PENYAMPAIAN

DALIL-DALIL PARA PENYAMPAIAN
Soinhg KESIMPULAN

1L PENYAMPAIAN

BUKTI PARA PIHAK PEMOHON

(SURAT. SAKSL, AHLI)

DAN
11, PEMERIKSAAN
SETEMPAT;

PEMERIKSAAN AHLI IthW()H()N

MAJELIS

SANKSI Pigé

PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN
PUTUSAN SENGKETA INFORMASI
SETELAH ADA PUTUSAN TETAP

OLEH
PENEGAK HUKUM SETELAH

= : /

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH

— =

INDONESIA LIMA BESAR KEKUATAN
EKONOMI DUNIA 2045

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|
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Arahan Terbaru Bapak Presiden Jokowi :

1. Keterbukaan Informasi di sektor Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (Sudah ada Perki);

2. Keterbukaan Informasi di sektor Perijinan (Perki
akan disusun)

Presiden Jokowi mengubah paradigma pengelolaan
informasi :

Sebelumnya : Rezim Transparansi / Akuntabilitas

Saat ini : Rezim Keterbukaan Informasi Publik

~ Implikasinya (filosofis) :

Badan Publik Pemda Pesel, melalui PPID, harus dapat memastikan
Informasi Yang Terbuka itu berstatus terbuka dan memenuhi hak
masyarakat atas informasi tersebut.

Badan Publik Pemda Pesel, melalui PPID, harus dapat memastikan
Informasi Yang Dikecualikan (baca : rahasia) benar-benar terjaga
kerahasiaannya dan melindungi masyarakat dengan menjaga
kerahasiaanya tersebut.

Menutup informasi yang terbuka sama berbahayanya bagi negara dan
masyarakat dengan membuka Informasi Yang Dikecualikan (baca :
rahasia).

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|
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Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab.

Implikasinya (Penerapan) :

Pengelolaan Informasi Pemkab Pesel harus sesuai pasal 28F UUD
NRI 1945 dan UU 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik;

Pengecualian Informasi (penetapan informasi yang dirahasiakan)
sepenuhnya wewenang PPID Pemkab Pesel dan berlaku seketika
dan mengikat semua pihak;

Masyarakat dan Badan Hukum Indonesia dapat mengajukan
Sengketa Informasi atas informasi yang telah dikecualikan PPID
Pemkab Pesel, bahkan dapat sampai Kasasi dan PK ke MA.

-

-

Telah Terbit :

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar
Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), yang garis besarnya
setidaknya berisi :

Pertama. Mencabut Perki 1/2010 tentang SLIP dan Perki 1/2017
tentang Pengklasifikasian Informasi;

Kedua. Struktur baru PPID;

Ketiga. Pengaturan Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah dalam BAB khusus (Butuh forum khusus karena
materi sangat banyak);

Keempat. Bantuan Kedinasan

STRUKTUR PPID

STRUKTUR PFENGISIAN JABATAN

Informasi dan dok
muuma-munwcmm
kerja/unit ceganisasd/organisas perangkat daerah

Ditunjuk oleh Atasan PPID deng bang)
kwnpdzmldlbldm; hukum,  komanikasi, dan/atan

pelayanan Informasi Publik

.MOMMMWW
lolaan  dan/, 1
pengetabuan di bidang peng atau  pelay

Pesisir Selatan|
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BANTUAN KEDINASAN

Syarat Bantuan Kedinasan

Syarnt

Badan Publik dapat memberikan

8antuan Kedinasan

Tata Cara Pelaksanaan

Meminta secara

Mengakses
Bagipakal k‘:%"agp Portal Satu
yang dituju Data Indonesia

Pernyataan Penutup

DIBERIKANNYA HAK KONSTITUSIONAL UNTUK MENGKSES
INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DAN DIPERINTAHKANNYA
DITERAPKAN PRINSIP-PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM
MENGELOLA BANGSA DAN NEGARA OLEH UUD NRI 1945 SEMATA-
MATA ADALAH DEMI TERBANGUNNYA KESEJAHTERAAN LAHIR
BATHIN RAKYAT INDONESIA DAN DIDEDIKASIKAN UNTUK
KEBESARAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DI MASA DEPAN,
SEBAGAI WARISAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN ANAK CUCU
KITA, AMIIN

KOMIS| INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
Hendra J. Kede

Wakil Ketua selaku Penanggungjawab
Keterbukaan Informasi Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah K| Pusat

@ 08112632524 ‘G
& 082242529500 |G &FB : Hendra J_Kede

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|
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2) Arif Yumardi, ST (Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat)
Materi : “Optimalisasi Tugas dan Fungsi PPID dalam rangka Pelayanan
Informasi Publik yang Informatif”

Ketua Komisi Informasi Sumbar
Painan, 21 Juli 2021

http://tinyurl.com/kuisppid

06082021
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B Y

Indikator Badan Publik Informatif
Berdasarkan Perki No 1 Tahun 2015:
1. Mengumumkan Informasi Publik
2. Menyediakan Informasi Publik
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

(" Peniaian informai Badan Publik

« PPID

« Standar Operasional Prosedur (SOP)
» Daftar Informasi Publik (DIP)

» Layanan Informasi Publik

* Web Site

* Laporan

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|
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[ Kewaiban UU mengatur PPID: 5

* Mengumpulkan
Mendokumentasikan
Menyimpan

Memelihara

Menyediakan

Mendistribusikan

Melakukan Pelayanan Informasi

PASAL 3 - PASAL 7, DAN PASA|

PASAL3BUTIRg:
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan
Publik untuk menghasiikan layanan informasi yang berkualitas,

PASAL 7 AYAT (3) :

untuk melaksanakan kewajiban sebagamana dimaksud pada ayat (2),
Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem Informas
dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah,

PASAL 13 AYAT (1) BUTIR b :

untuk mewujudkan pelayanan cepal. tepat, dan sederhana setiap Badan

Pubtik :

B, eeveeess

b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informas:
secara cepal, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik yang berfaku secara nasional

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|
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MEKANISME & PROSES
PENGELOLAAN INFOF
DI LINGKUNGAN KIL DA

PROGRAM

KEGIATAN

PPID BERTAN

PIMPINAN SATUAN KERJA JAL “‘”W“h*“’ Yy

BERTANGGUNGJAWAB ATAS '_“'-'“'"
GELOLAAN ARS®

P21 SSPPID

DIUMUMKAN

YO DIKECUALIKAN
(TERTUTU®)
TIDAX PERMAMNEN
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PEMENUHAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

+ Prinsip cepat,tepat waktu dan biaya ringan.

+ Pemohon dapat mengajukan permintaan tertulis/tidak
tertulis

* PPID memberi Jawaban (paling lambat 10 hari)
103 b ﬁ
R— PENUNDAMAN
.

PENERIMAAN: PENCLAKAN!
- Alay/media -Alasan
- Biaya - Rujukan Lain
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PERFANIANGAN WAXTU
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INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN BADAN PUBLIK ;
. INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN
1. BFO YG WAJIB DISEDIAKAN & KINERIA BP. TERKAIT;
DIUMUMKAN SECA INFORMASI MENGENAI LAPORAN
BERKALA (pesst 5 ; KEUANGAN;
INFORMAS! LAIN YANG DIATUR DALAM

PERATURAN PERUU

INFO YG WAJSS DIUMUNKAN
SECARA SERTA NERTA

INFO YO WALS TER

SETIAP SAAT

INFORMASI YG DIXECUALIXAN

+  INFORMASI TTG FROSEDUR PERNGATAN DINI &
PROSEDUR EVAXUAS! KEADAAN DARURAT

INFO YO WALE DISEDRMKAN & “
DIMUMKAN SECARA BERKALA ¢ ON-ALAM

Sl
pencemaran

YO WAJIE DIUMUMKAN
RA SERTA MERTA (peas

& i

3 INFOYG WAJS TERSEDIA
SETIAP SAAT

ORMAS! YG DIKECUAL IKAN

L INFO YO WALS DESECIAKAN &
DIMUMKAN SECARA BERXALA

MATAN PELAYAMAN
/. GARAN PELAYANAN DAN

3. INFO YG WAJIB TERSEDIA :
SETIAP SAAT [pasai 11 ULAPORKAN MA
DAFTAR SLRTA ¥ PENELITAN ¥0 DEAKUKAN

- " IMA , AN DN

MERANISME KERERATAN/PEN
o oY PR NFORMASI TTG 5
4 INFORMASI YG DIKECUALIKAN i
ORANG BANYAK
L MASH & SESUANAN 3 DISANMPANKAN PLIABAT PUBUK DLW
PENTEMUAN YO TERBULA UTK UMUM
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4

1

2

3

BNFO YO WAJID DISTOMKAN &
DIMUMKAN SECARA BERKALA

INFO Y5 WAJE ORINUMICAN
SECARA SERTANERTA

& i

NFO YG WAJE TERSEDA

SETIAP SAAT
P 1

NFORNASI YO DIKECUAL IKAMN

MENGHAMBAT PROS ANAN HUKUM
MENGC MEPENTINGAN
PERUNDUL ¥ HAK] & PERUNDUNGAN DARI
HA TOK SEHAT
RTAHANAN DAN

AN KEPENTINGAN HUBUNGAN LN
OTENTIX YO DERSHAT
TERAKMIR ATALPUN

RUT PASAL 17 UU NO. 14/2008 TENTANG K9

INDIKATOR UJI KONSEKUENSI

No

Laporan Pelaksanaan

Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab.

A, Indikator Konsekuensi Mutiak

Apakah informasi yang diungkapkan
merupakan informasi yang tidak

dipublikasikan menurut UL KIP, pasal

171

Huruf a (angka 1, 2.3, 4, dan 5}
Huruf b

Hurufc langka 1, 2, 3, 4,5, 6, dan 7
Hurufd

Huruf e (angka 1,2, 3, 4, 5, 6, dan 7)
Huruf f (angka 1, 2, 3, 4)

Hurufg

Hurufh (angka 1, 2, 3, 4, dan 5)
Huruf |

Hurut |

Pasal 6 ayat (3), hurut d (rahasia
jsbatan)

Pasal 6 ayat (3), huruf e (belum
dikuasai & terdokumentasikan)

Penilaian Alasan/pertimbangan

Penegakan hukum
Hakl & persaingan
Hankam
Kekaysanalam
Ketahanan ekonomi
Hub, Luar negeri
Akta otentik

Rahasia pribadi
Memo/surat antar BP
Menurut UU

Rahasia jabatan

(R R i

Belum
dikuasai/terdokumenta
)

Pesisir



B, Indikator ;(onu;irmmtir P:nil;iln g M;;/ptmmbanpﬂ
Apakah informasi yang

diungkapkan merupakan informasi

yang tidak dapat dipublikasiken

menurut :

* Peraturan per undang-undangan  Ya/tidak
fika “ya* sebutkan peraturan
perly

*  Peraturan Pemerintahyg ada Ya/tidak
jika “ya* sebutkan PP nya

*  Peraturan Presiden Ya/tidak
jika “ya” sebutkan Perpresnya

*  Surat Keputusan Presiden Ya/tidak
jika “ya” sobutkan Keppresnya

*  Peraturan Menteri Ya/tidak
jila “ya* sebutkan Permen nya

Ya/tidak

pasal 6 ayat (3).

contoh ;: METODE Ull KONSEKUENSI

nO KONTEN . KONSEKUENS!
INFORMAS! preveTreTY MANFAAT

Data wsulan . Pasal 17 harut | Tefk terbatas v Merjage alim
pengangkatan Ul 1472008 kondusif di
PNS dim jabatan UU No. 43/99 1g re linghungan heeja
struktural Kepegawaian

&notulansi hasll

rapat Baperjakat

Dt

CONTOH DAFTAR INFORMASE YG DIKECUALIKAN

KONTEN DASAR HUKUM RATAS WARTU KONSEXUENSI

PFINCCOUALIAN
INFORMASH ARIBAT SEA TRRNA MANFAAT
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0 hk

PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI| PUBLIK

PIRYELEIAMN
MECILS:

3
MERA
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3) Junaidi, S.Kom, M.E
Materi : “ Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan
Kabupaten Pesisir Selatan”

v IMPLEMENTAS! KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK @
DI PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Disampaikan pada:

RAPAT KOORDINASI
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurmentasi (PPID) Pembantu
(oPD dan Kecamatan) di Lingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
Painan, 21Juli 2021

Oleh:
JUNAIDI, S.Kom, M.E.

Kepaola Dinos Kominfo Kab. Possel G

| I lfl
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32



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

'tmmmmm_

INTEGRASIADALAH KUNCI
UTAMA KEBERHASILAN
PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PPID KAB.
PESISIR SELATAN

A WO N -

CAPAIAN PENYELENGGARAAN PPID KAB.PESISIR SELATAN

VIATLA ARTE POND PEVIRANTL
NAFEGOML P & 0 hAGAR

o,

Selatan]|

33
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STRATEG! KAB.PESISIR SELATAN MENJADI BADAN PUBLIK INFORMATIF

Mengumurmian
Informasi Publik

Menyediakan Informas!
Pubiik

Fengelotaan Informasi
dan Dokumentast

Pelayanian Pettnohonan
Informasi Publik

Komitmen

Koordinasi

=
* Kolaborasi

Konsistensi

1. Mengumumkan Informasi Publik

Strategi Kab. Pesisir Selatan menjadi Badan Publik INFORMATIF

R e

) & — O |

« Tug
N 0 St Oganices

® Profi) Singbae Feinba Srukmisw
B Datias Fegawsl pass Sacen Putes
Aingkazniersang Prog

Strategi Kab. Pesisir Selatan menjadi Badan Publik INFORMATIF
Jenis-jenis Kategori Informasi Publik

B veranghe Adum Ker|s (XAK] Kepioa
Dofar Lyuran Kegaeg basan (O

Pananggurg okl
Liparon Keusngan
LB/ Rentas Anggaran (LRA|

B LsporanXmene(1AKF)
L

TN an;wm':uummiMl
\

qonPeamangpine
Perjanjian tnep

B e Fines Ut (KU
Cascmtrg?ohon Knein

fa~ " mrg My a0t by arerg
Rencee Ferguieg Seang de Jesm
o ¢ % Pere 310 Peg b Nege | S0l
P e Pecerimaen, T ax'tan, F:
(namaprogram/ egian, tages/ oo, Leaas! Surbes Dany PaguAnggran, B
& Dafiar calon pegawsl jangie rast s

g
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NO. RINGKASAN INFORMASI|

seperti

4. Bencana alam seperti gempa, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hama
penyakit tanaman, wabah, kejadian luar biasa

b. Bencana non-alam seperti kegagalan industri, dampak industri, dan pencemaran
lingkungan

¢ Bencana Sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas masyarakat dan terror

d. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi
menular

e Informas mengena racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat

LN Standar Operasionas! Prosadur (SOP) tentang Pel Publik, Pengeloisan O
Administrasl, Kepegawaian dan Keuang
7

Surst menyurat pimpinan dalam rangks pelaksanaan tugas dan fungsinys
Syarat - Syarat Parizinan

| Informasi mengenal kegiatan pefayanan publik }

Daftar dan hasit-hasil penelitian yang pernah dilakukan

Rencana Strategis (Renstra]

Daftar Informasi Publik pada mazing-masing Bedan Publik

Infarmasi yang wajib tersedia seting saat lainaya yeag dikuasai odeh Badan Publik sesuai dengen
tugas dan fungsinya

Jenis-jenis Kategori Informasi Publik

NO. RINGKASAN INFORMASI

Informasi yang apabita dibuka, dapat mengakibatkan sebagai berikut :
-

Manghambat proses p kan hikin

b, Menggangsu kepentingan porfindungan hak atas kakay lektual dan perlindung:
dari persaingan usafa tidak sehat

Mebahayakan pertahanan dan kamanan negars

Mangungkapican kekayaan alam indones

Merugikan ketahanan ekonomi nasional

Merugikan kepeatingen hubungan lusr negeri

Mangungkapian isi akta otentik yang beesifat pribadi dan kemauan teraihir ataupun wasiat
e3000ang

L k haste pribadi 2 3

Memorandum atau surat-suras antar Badan Publik atau ttra Badan Pubiik yang manundt
sifatrya dirahaslakan, kecuall atas p Yomis! Inf ]

Infarmasi yang tidak boleh dlunghkapkan berdasarkan Undang-Undang

® ~pap

rF

-
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Strategi Kab. Pesisir Selatan menjadi Badan Publik INFORMATIF

2. Menyediakan Informasi Publik
Menyediakan daftar informasi publik (informasi barkala, setiop saat dan serta merta)

A _—
DAFT AR ¢ =
R |(r$l'

Sumber : hittpsippid pesisis siotonkab, godhemepu bk

Strategi Kab. Pesisir Selatan menjadi Badan Publik INFORMATIF

3. Pelayanan Informasi Publik

L Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3, Menyediokan Madia Informas: yang bisa
diokses Publik

) OO A SEARR I S 0' e
e oot fadd s I KA NG O n

Strategi Kab. Pesisir Selatan menjodi Badan Publik INFORMATIF

4, Pengeioloan Informasi dan Dokumentasi

Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, memudahkan PPID
dotomn pengelolaan Informasi dan dokumentasi melalul Portal PPID dengan
alamaot ht(pJIv.'-\'\u)guiLxx-.I-.Irm‘vutnnknhm.\nd

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|

36



A, KOMITMEN

Memastikan semua Pimpinan Badan Publik Komitmen
mendukung implementasiKeterbukaan dan Penyediaan Informasi Publik.

e e A s 1

Pada tanggo! 9 Jul 2018 Pemkab Pesisir

Selatan berkomitmen melaksanakan
ban meandukung implementasi UU

KIP dan bersedia memenuhi dan

menyediakan Infarmasi Publik yang

berada dibawah kewenangannya.

B KOORDINAS!

Pembinaan 13 PPID Nagars
YRg belum Akt (7 Skteber 1010)

C. KOLABORASI

Pemanfaatan Teknologilnformasi yang
mengintegrasikan Aplikasi PPID Utama
dengan PPID Pembantu dan PPID Nagari
dalam satu Portal

(www.ppid pessirseiatankabgoid)

ALUR PROSES PORTAL PAD

10 thagan Metsgyprond Crahumen foetnasl Potal

2l |

2t D Hagmt
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C. KOLABORASI_(2)

PPID Utama melaksanakan Bimtek dalam rangka Penguatan tugas dan fungsi
PPID ke Kecamatan dengan tingkat publikasi DIP yang menghadirkan seluruh

Nagarinya dimana pelaksanaannya difasilitasi dan dibiayai oleh Kecamatan
itu sendin.

Untuk Tahun 2021 oda beberapa Nagari yaong menganggarakan anggaran

khusus untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta bimbingan
teknis bagi PPID nagari

D. KOMUNIKASI

PPID Utama, PPID Pembantu

- —

Anggota :

dan PPID Nogan sacarg Sekretoris OPD, Sekretarss Comat don
intens berkomunikasi

Sckretoris Noy
terkait penyelenggaroon vt

Keterbukoon Informasi
Publik, memanfootkan
media komunikast online

B

maupun kunjungan x
R S Admin / Operator PPID OPD don
Kecomataon
v s . = ::’V, sy IR e
) . [ Wali Naguari, Sekretaris Nogori don
~ o mse e Admin /Operator PPAD Nagari
' ° Ty St St pevo—
E. KONSISTENS!

L

Penyetenggoraan Keterbukaan
Informasi Publik pada PPID dilaksanakan
socora barkelanjuton baik dalam
meanyadiokon OF maupun metayani
konsultasi dan pemohen informas.

PAID Utama konsisten melakukan
pembinaan, Monev dan mumkan
secora barkala terkait kinena/kawojibon
PPID Pembhantu,

n.—wudn Dugeti fv:ll Normv (VD oot bt

o) AR 200 ansin S Apb 2008

Forgumumon Mol
webens Ozsomnic
Fooaot

Laporan
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E. KONSISTENSI

3 Pemda Pessel meloiul Dinas Kominfo selaku PPID Utoma
menyel rokon Pemenngkatan FPID (OPD, Kacamatan
dan Nogor | Tk. Kab. Pasisir Selaton setiap tabun.

Pemarningkatan PRID Pembantu Tk Kab.
Pessel Tahun 2021 akan dimulal pada Bulan
Agustus sfd November 2021, untuk 3 kategor
Badan Publik .

1. Perangkot Doarah

2. Kecomatan

A Pemernntahan Nogar

- e

ol b Terash Tabun 2630

2. INOVASI

a Pengembangon Portal PPID yang
terintegrasi dengan Website OPD
don Aplikasi Sinar sebagat Aplikasi
PPID Nogon dengan tamplian yang
lebih sederhana don informatit.

+  Penambohan menu informasi
keuangon desa (Siskeudes)
sacara realtime pada Portal
PPID dan Aplikasi Sinar

*  Panombohan Menu Survey
Kepuasan Layanon Informasi

+  Penombahan Kotok Saran
dengan Format Digitol

*  Menyediakan Buku Tamu
Digital

2.INOVASI

b Pengembongan Aplikosi PPID Berbasis Android untuk
pelayanan informast yang lebin bodk

Portal Layanan Infoermasi dan Komunikosi Terintegrasi
Kab ) Pesisir Sed (TALI KASI PESSEL),

Aplikosi ini pak dah / portal gintegn

berbagai Informasi tentang Kab. Pesisir Selatan (poriwizsata,
fasiiitas publik, Informasi publik, berita Pessel, harga pangan
dan lainnya,
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2. INOVASI

c. Optimalisast Penggunaan Media Sosiol
sabogai Medio Komunikasi dan Informas! @ Instagrom

2.INOVASI
d  Medianformas Blektronik

Menyediokan media informast elektronik
dl pusat layanan informaosi publik dan dl
beberapa PPID  Pembantu  serna
trarsparansi pada Badon Publik di luar
PPD  Pembanty  (Mesjid  Akbar
Baiturrahman Palnan).

Madie Informas dontionie | Vidoeotron Pomaa
Ol Tamon Sporo Panon

Mecto inforrmas aettronit Mook Informos cedarond Dnas Mecka Informasl detranih Mesjo
Distubcopsd Fossol ¥ e o Pt Aktyor Beiturralinede) Ponon

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan

AL KOMITMEN PIMPINAN BADAN PUBLIK

SK PPID OPD/Kecamatan KO T —

Setap Badan Pubbk wajib membentuk dan menetapkan Pejabat
Pengefola formasi dan Dokuments: (PPID medaks Surat Keputusan
Kepala OPDCamat)

KM Perdd v
Oinas Fekeraan Umum Dan Penstaan Roang
Olts Perikanen

"o M e
]

OFD yang SUDAH purya SX PRID 30 OFPD

Dinas Pecernaian dan Kesehatan Hemen
DinasUnghungan Hitp

Sapedal tmang

A3U0 Tepan

10 Kec Saymng

L Kex Daymngittary

13 Kec Suters

OPD yang BELUM purvya S PPID 16 OPD

® ®m owuomow

13 Xe ManahPediss
14 Xex Pwrcengionl
15 Xec BAS Tagan

L6 nec Lumang
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B. DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Mengkiasifikan dan memutakhirkan secara bedkala Daftar Informas: Pubkik (DIP) afas
seluruh informasi yang dikelola. Daftar Informasi Pubiik memuat nngkasan s informasi,
pe@abatiunit yang menguasal informast. penanggungiawab, waktu dan tempat
pembuatan informass, format informast yang tersedia, jangks waldu penyimpanan dan
masa retens! arsip

WA SR WAL (AR (8 0 A N S PR W LA (TR (e e e 0 R w— [
| BEOEMARL WA R DT AN e B i e ——
W - —
| Vo Ot | S | Sobutan! E p———— T — == —
. ‘ enen ) —
|= . - | = - - - o

| ——— St =

U —— | - ———
| —— - - -
|ty SR e A - — —

5
i
[
|

o
- ——
3 b e e———
—— 9 e s b e | e | | e | —— | ——
- ~ - — e e— - [
ea i - Sond e e S — . [ —
et ame | e e | SBl o M —
—_—— = ] -— -~ - —
} 4 ! T——
P et -
o ——— b - e e e R N D ———
== -
¢ e e | e e——— | —— O -~ —————-
LT LT | -3 -—

C. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyediakan Ruang / Desk Layanan kdomasi
Pubik yang memadail bagi pemohon infformas
varg dalang fangsung

Dar: hasil morstoring dan evaluasi PPID Utama
terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informas:
Pubtk Tahun 2020 hampir 75% OPD/Kecamatan
belum memibki ruang khusus untuk Pefayanan
lomasi Publk,

Ruang/Desk Layanan PPID Utama
D. FORM L AYANAN INFORMASI PUBLIK
Menyediakan PN | o B — o

1 Fom Permohonan Informas: L3 T
2 Fom Pengajuan Keberatan R
3 Tanda Terima Permohonan Wlomasi (Sebagal bukii bag i~~~ —p o

pemonon yang telah mendaftarkan permohona n IfOMas! pubik) | == e
4 Register Parmohonan iformasi Publik (bedis selruh B

permohonan Informast publk yang masuk poredy

e
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E. PUBLIKASI DIP DAN BERITA

Memastikan informasi yang wajib diumumkan/disediakan dan
program/kegiatan yang akan, sedang dan telah dilakukan terpublikasi
dengan baik melalui webiste/ medsos maupun papan informasiyang ada [ ARG T MINIMAL
pada masing — masing Badan Publik.
ors Ballinai, % PUBLIKASIDIP /

BERITA

Target Minimal Publikasi Dolumen Informasi Publik Dan Berita

u SK Bupati Pesisir
TARGET OIP/ Selatan Nomor - 487/
i TAN o 141 (Kpts/BPT-PS/2021
SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ 100 Dokurwen Tentang
BAONYORAS Penetapan Target
P BADAN/DINAS YANG MEMILIKI UNIT 200 Dokumen 60 Berita Publikasi Dokumen
PELANSANA TEKHIS/UNIT KERIA Informasi Publik dan
LATRAN Berita di Lingkungan
LI RUATAM SAXIT UMUM DAERAN 200 Dakumen @erta Pemerintah Kabupaten
PRl KECAMATAN 75 Dokumen B Berta FESISIT Selatan Tahun
EN PEMERINTAHAN NAGARI 50 Dokumen 24Berta 2021

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUAST DIP DAN BERITA PPID PEMBANTU OFD TAHUN 2021
Keadaan 1JANUARI 2021 s/d 2 JULI 2021

1 EEKRETARIAT DAERAH 97.00 i
2 PINAS SOSAL PEMEEEDAYAAN FEREMFUAN DANPA g300 2
3 PADAN KEFEGAWAIAN DAN FENGEMBANGAN SOM 900 3
4 PINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PP dun K3 #L50 °
3 PINAS KOMUNIEAS] DAN INFORMATIEA 7050 ]
6 DINAS KESERATAN 7200 $
7 BADAN PERENCANAAN DAERAN PENELITIAN DAN PENCEMBANGAN 76.00 19
8 DINAS TENAGA KERJA UAN TRANSMIGRAS 7300 -]
9 DINAS KEPENDUDUXKAN DAN CATATAN SIPIL 70380 J
10 PINAS TANAMAN PAXGAN HORXTIKULTURA DAN PEREEBUNAN onao -l

11 [DINAS PENANAMAN MODAL DAN PFTSP 700 ]
12 PINAS FERHUBUNGAN 5580 0
13 [BADAN FENGELOLA KEUANGAN DAERAH 0w 0
14 [IINAS PENGELOLAAN SUNGER DAYA Al 140 0
15 PADAN FENANGCULANGAN RENCANA DAENAK ®R 0
18 NSFERTORAT wmm 0
17 [BADAN PENDAPATAN 37.60 2
13 FSUD Dv. M. 2EIN PAINAN e ]
19 INAS PERKIMTAN ) ]
20 PINAS PENDIDEKAN DAN KEBUDAYAAN BN 0
21 [DINAS FETERNAKAN DAY KESEHATAN HEWAN 2520 ]
22 [DINAS PANGAN 24.00 0
23 [DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 2n» 0
24 [DINAS XOPERAST UMKM DAN PERINDUSTRIAN 1220 2
25 JEERETANIAY DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAM 1510 0
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20 [DINAS PERIRANAX 1560 ]

27 BATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DANRAR Moo o

28 PINAS PEKERIAAN UNUM DAN FENATAAN BUANG 14.00 0

20 PSUD PEATAMA TAPAN 1100 0

30 PINAS LINGKUNGAN HIDUP 1290 0

31 [PINAS EEARSIPAN DAN PERFUSTARAAN 840 0

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI DIP DAN BERITA PPID PEMBANTU KECAMATAN TAHUN 2021
Keadaan 1 JANUARI 20215/d 2 JULI 2021
NGO - KECANATAN i I.'.‘m. -:'~
| ECAMATAN RANAH AMPER HILU TAPAN 102,00 2
1 [KECAMATAN BASA AMPEE BALAI TAPAN 102.00 1
3 KECAMATAN BATANG KAPAS 100.00 L}
4 RECAMATAN AIRPURA 100.00 [
] CAMATAN RANAH PESISIR 67.03 0
& WECAMATAN LENGAYANG 5737 ]
7 KECAMATAN XOTO XI TARUSAN 5457 [
0 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTANA B o
0 KECAMATAN LINGGO SAR! BAGANTI B[4 0
10 EECAMATAN LUNANG 3453 e
L1 KECAMATAN IV JURAL . [
12 JECAMATAN SILAUT 7Y Q
13 KECAMATAN SUTERA 2053 [}
4 DECAMATAN PANCUNG SOAL 2033 ¢
13 MATAN BAYANG 437 0
Keterargun |

- = telak memenuty torpet sampor Jul 2022
- w Delum mvamernfii tovget momped Jull 2677

Seviop Bader Publik yarg meladiNT torpet DIF/Berita mendopat temdaban

poin sebaga! derikut
TARGET DN/ | TANAMMAN |TARGET BERITAZ| TAMBMNAN
o SADVIUE ranuN Foen TasUN movy
pacgbhpeanid 1 #wn /30 1w /.30
1 |owen 100 Dok e 5 Rerita
DPRD) BADAN/TXNAT o e
BADAN/DIVAS TANG
MEMILIN UNTT PELAKSANA 1 i / 10 1Pt /30
2 TEXNIS NIT NEALA 200 Dolurmen 65 Berita
carasian
AUMAN SAKIT UMM T Petn 7 7 TP 730
: DAERAN 200 Dok ey &F Do e
+ |wrcastaran 79 Doineran | 18000/35 24 Becwa ’:”.’."
- 10 /25 TPow /17
S |PESERINTANAN NAGARY | 50 Dotserien 24 Deriea L
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TERIMA KASIH

KUNJUNGI KAMI DI : https://ppid.pesisirselatankab.go.id/

Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Instagram : ppid_kab_pesisirselatan

Twitter : ppid kabupaten pesisir selatan

Jangan lupa like dan subcribe Youtube PPID Kab. Pessel :
PPID Kabupaten Pesisir Selatan

b. Kamis/ 22 Juli 2021
Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Dengan Tema :
“Peran Penting Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
dalam mewujudkan Pelayanan Informasi yang Cepat, Tepat dan Akurat
untuk Kemajuan Nagari”
1) Drs. Hendra J. Kede, M.Si (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat)

( W# ) KomisiInformasi Pusat
/ Republik Indonesia

PERATURAN KOMISIINFORMASI
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA
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Kewenangan KOMISI INFORMASI
(pasal 23 dan 26 UU KIP)

Lembaga Mandirl yang Berfungsl|
Menjalankan UU KIP
dan Peraturan Pelaksanaannya

Menyelesaikan Sengketa Informasi

Melalui Media dan/atau Ajudikasi
Menetapkan Standar Non Litigasi
Layanan Informasi

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa membawa
perubahanyang lebih baik bagi pembangunan desa

Pengelolaan dana Desa menjadi sorotan publik

Transparansi Pengelolaan informasi Desa menjadi penting

Pengetahuan Pemerintah Desa tentang UU KIP masih
relatif rendah
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Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab.

Inisiatif SLIP DESA

Susan

apora Proses Perpeaustan

Latar Belakang

Adanya kesamaan prinsip UU KIP dan UU Desa: Prinsip keterbukaan,
akuntabilitasdan partisipasi.

Pamahaman keterbuksaninformasi; semakin ke bawah strisktur birpkrasi,
‘ pomahaman mengenal keterbukane informasisemakin condah,

Sifat informasi dasa yang spesifik dan Publikasi InformasiDesa

Struktur PPID Desa, Penyelesaian Sengketa Informasi dan Fasilitasi
Pemarintah kabupaten

Trisan Keterbukaan Informasi
Publik dalam UU Desa

1. Pasal 24 (Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) antara lain: tertib
penyelenggaran pemerintahan, keterbukaan, partisipatif dan akuntabilitas

2. Pasal 26 ayat (4) salah satunya melaksanakan prinsip tata Pemerintahan
Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih,
serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

3. Pasal 27 yaitu kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota dan masyarakat

4. Pasal 68 ayat (1) masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan
informasi  dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Pesisir Selatan|
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ranjutan.. Irisan Keterbukaan Informasi

Publik dalam UU Desa

1. Pasal 77 ayat (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan
asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan,
efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

2. Pasal 82 ayat (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai
rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa; Pasal 82 ayat (4) Pemerintah
Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanazan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui
layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah
Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

3. Pasal 86 mengatur Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan

PANDUAN STANDAR LAYANAN
INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DESA

Bab | Ketentuan Umum

Bab Il Asas dan Tujuan

Bab Il Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan
1. Informasi Publik Desa Berkala

2, Informasi Publik Desa Serta Merta

3. Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat

4. Informasi Yang Dikecualikan

. ‘geecoues o8
Lanjutan...

Bab IV Pelayanan Informasi Publik Desa

2. Penunjukkan dan Penetapan PPID Desa

3. Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Desa‘ Al ~ \ "

Bab V Permohonan, Keberatan Dan Penyelesaian Seng ! asi Publik Desa
1. Permohonan InformasiPublik Desa \' ' /
2. Keberatan - \
3. Penyelesaian Sengketa Informasi di KomisiInfo — <
- =

Bab VI KoordinasiDan Fasilitasi .

Bab VIl Ketentuan Penutup \_ .
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CEPAT, TEPAT WAKTU
BIAYA RINGAN, DAN CARA SEDERHANA

- = \‘f:!

ASAS LAYANAN INF

* Memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik desa .

* Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan
Pemerintahan Desa untuk menghasilkan layanan Informasi
Publik yang berkualitas;

* Menjamin pemenunan hak warga negara untuk memperoleh
akses Informasi Publik desa dalam rangka partispasi dan
akuntabilitas; dan

+ lMenjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan
informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Desa
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RUANG ( ff’ i
LINGKUP

I |
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

(1) Setiap Pamarintah Desa wabh mengiumumban secar barkab Informast Publik Desa yanng paling sodikit tendi a tas:

& Profi Badan Publk Desa yang maliputi abmat, visk-misl tuges dan furgsl stndaur oegenisasi. dan profll singhat pabat.

b Mstriks Program atou kegatan wong sedong dimbinkan yong melputi, mma  program/kegotan, jadwel woktu pelslesmaan,
[ bar dian b ANEmi)

o Matriks Prograe masuk Desa yarg melputi program darl Pessarintah Pusat, Provinsl, Kabugaten/Kot, dan pitak k-3 sarta data

petorimg bamusn grogrm

d Dokumaen Rencana Pamb Janga Me h Desa, Rencana Kark Pomarintah Desa dan Daftar Lsukan Rencana Kara
Pamanintuh dun Anggaran Pecdapatin dun Bebini Desss

turnen Dessy Yot Anggaon Peaod dun Balhy Desss tadun beebin

0.
ay

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

f Lapomn Kinerp Pemerintuh Dess yang mefiputi paling sedikit

i. Laporan Pemyelengmruon Poemerntaban Dess Akhir Tabun Anggaron;

i Lap Paryk P intahan Desa Akhl Masa Jatatang
¢ Laporsn Keasngun Pemerintah Detss yang pafing sedikit terdin atss

i Lapoman realisesi Anggaran Perdapatan dan Belunjo Desa,

. Laporsn realisas kogitieg

. Kegatan yiang belum selesa don/atu tidak torklesns,

v. 5= anggaran; don

v. Alamat pengaduan

b D ftawr p dan e e t [ irvtih Dy
i Informasi tentang hak dan tata cam mendapatian Informasi Publik Desa
@ p berkaks sobagaimna dimaksud poda ayat (1) diskulan paling lambat { {(satu) kali dabm setabun
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.
Infermasi yang Waiib Riumumkan 1
Secara Serta Merta

(1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum paling sedikit:
a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan
karena  faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik. wabal, kejadian
luar biasa:
b. informasi tentang keadaan bencana nont-alam seperti pencemaran
lingkungan:
¢. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat dan teror;
d. informasi tentang jenis, persebaran dan dacrah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi mentlar;
¢ informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat: dan‘atau
. informasi tenfang rencana gangguan terhadap uiilitas publik.

S —
Informasi yang Wajib Diumumkan
Secara Serta Merta

(2) Standar penguman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

a. Potensi babayn dan/otan besaran dampak yang dapat datmybulkan:

b. Pihak yang berpotensi terkenn dampak bagi masyarakat wmuam;

<. Prosedur dan tempat evaluasi spabila keadasan dasurat tegadi,

d. Cara menghindari baliays dan/stau dampak yang ditimbrelkan:

¢. Cara mendapatkan bantuan dard piak yang berwenang;

f. Pihak yang wmib mengumumkan mformas: yang dapat mengnncam hagat hidup orang barynk dan ketertiban
Uy,

£ Tota cam pengumuman mformasi apabily keadsan dansat tegadi;

. Upnys yang dildukan oleh Badan Publik dan/amn piliak yang berwenang dalam menanggulangi bahsys
dan/atan danipak yang ditimbufon.

(3) Infonmasi Publk Desa yang wnpb Diummmnkin secar serta merta diumumkan paling sediot pada papan
pengnmnunan Desa dan/atan media bin yang lazim digunakan din dijangkion dengan midal oleh masyarakat,

N
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————————
Informasi yang TERSEDIA SETIAP SAAT 1

Setiap Pemserintah Desa wajib menyedinkan Informnsi Publik Desn yang Wajib Tersedin Setiap Saat vang paling
sedikit terdiri mas
n. Dafinr Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi. pejabatiumit yang menguassi
informasi. penanggungiawab pembuatan/penerbitan informasi. wakni dan temspat pembuatan informasi
formnt informasi yang tersedin, jangka waktu penyimpanan atan mnsa retensi arsip,
b. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa. Pernturan Kepaln Desa, Keputusan Badan
Penmusyawamtan Desa yang paling sedikit terdini atas:
i dokumen pendukung kajiat atay pertmmbangan yvang mendasari terbitnya persturan  danistay
Keputusan tersebist
il masukan-masukan dari berbagai pilnk atas peraturnn dan/atin keputasan tersebat;
iif, tisalal rapat dan proses pembentukan peraturan dan/atat Keputitsan tersebut,
v. mocangan peraturan dnn/atau keputusan tersebut:
v, tahiap perumusan persturan dan/stau keputusan tersebut;
W, peraturan dan/ntng kepufusan yang tedaly diterbithan,
¢, Selurul dokwnent Informasi Publk Desa Berkals wagb disedinkng,

Lanjutan...
Informasi yang TERSEDIA SETIAP SAAT

d Profd lesgiap Kepala Desa dan Persnglont Desa

e Profil Desa

{ Surat-seat pevjanjian desgmn plhak ketign berdox dolosnen pendidungayn

£ Sorat mexvws panpioan @ peibat Pasermdah Desa dalam rmghon pelakssnam g pokok dan gy
k Datn perbendabarsan atau mventaria

N

i I 15 proses dan penetapan pemiliban kepala Desa

j Berta acom hasil ak Badan P Desa, Musyawarah Desa dan Minsyawarah  Pereacasaan
Pemhnmnm

ko Iné Pk yang dilaksanakan, smana dnyuwmn layanan
Informasi Pubii vq'jhﬂu bemu kondisatva, sumber daya vang Informasi Pubdik
beserta kuslificasinys. anggaran lyanan lformasi Poblk serta bpormn pengpunasanya

1 Informasi Publk Desa lainaya yang telah dinyatsic buka  bagt yarsicat berd

keheratan dan'stay penyelossion venghoota & Komad o I groses Sk Sakestyn

m Berea Acen Pembetk Penggabumpan day'atan P embub BUM Desx.

= Anggaran Dasa doss Angguas Fumah Tanggs BUM Desa

o Standar Operasionsl Prosedur Pengelolaan BUM Desa

]
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 6

» Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

* (1) Pengecualian Infonmasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentan aﬁ
konsekuensi yang timbul apabila svatu informasi diberikan serta setel
dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat
melindungi kepentingan vang lebih besar daripada membukanya atau sebalikuya.

. (2) Pengecuhan Informasx Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
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INEORMASLYANGDIKECUALIKA

PROSESHUKUM PERLINDUNGAN HAKI PERTAHANANDAN HAK PRIBADI
DAN PERSAINGAN KERAHASIAAN
USAHA NEGARA

Pasal 17 haraf (a) Pasal 17 buruf (b) Pasal 17 buruf (¢, d. e Pasal 17 huruf g, dan b)
dm 1)

a. Menghmmbat proses b, Menggangen kepentmgnn < Me avakan B M I ) isi ak
penegakan Inkiam perimchungan hnk stas pertahnnnn dan yiung b pribachi atau v
kekayaan micfektual dan Keamanan negara, SESCOTANE

perfmchungan dati nsala d. Mengungkap b Mengungkap mhbasia pribadi
tikak sehmt kekayman alam

&. Merugikan

ckononomi nasional:

£ Memgikan

kepentingan hubungan

hsr negen

mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tertuang dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini

S = ———

menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa
sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r'ﬁenyedlakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan
= pengumurman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa, ;

menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas
seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola;

menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa sebagaimana diatur di
dalam Peraturan ini;
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PERMOFOR J)
DAN PENYELESAIAN -
INFORMASI PUBLIK B

ALUR PERMOHONAN INFORMAST PUBLEX

1047 H o

Mensnaess PPID
Pecmehnces
.........

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|

53



KOORDINASI DAN FASILITASI

Koordinasi
(1) Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik Desa PPID Desa berhak
mendapatkan pengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
dari Pemerintah Kabupten/Kota.

Fasilitasi
gl) Dalam rangka layanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat membangun
1stem Informasi Desa.

(2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA

(1) Standar Layanan Informasi Publik melalui Pengumuman PPID Desa
media atau alat pengumuman/penyampaian dapat mempertimbangkan
dengan kemampuan dan kondisi sosiologis masyarakat desa setempat.

(2) Laporan dan evaluasi layanan publik Badan Publik Desa disampaikan
kepada:

a. Musyawarah Desa;
b. Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
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* Komisi Informasi Pusat
. Republik Indonesia

o Aozl o Kamvenl Mturmuel Purol o‘nm Ivtormvwas Fusit OI-—ou tormie Pusit P i

2) Adrian Tuswandi, S.H (Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik)

Laporan Pelaksanaan Rakor PPID Pembantu dan Nagari Kab. Pesisir Selatan|

55



O Pevaturen Merdsn Owa, FOTT R0 10
Tarar 200 hurtangdwcreran reew
Cwas

Perstoras Masten O Peretares Srancwn No STabver JE00 bertang Peaputan Pel st

Diabam Negert Mo 2 el Sl T
Tatvan 2017 twrrryg Q Tabur 2018 -
M Zeas Seeus Bkirod PRI 0V 100 Du b

O Fwrataras Wemtml Q Teburt 2018 Nagerino ) Taven X010
Twsa, FOTT 43 1 Terlang MaTen
Tatvan 20T twmiwryg Futguiohar Pibeg e
Srioc2as Pengparuar WA
w0

O Pursturen komes irformast
WO Tabn J018 berdurg

Harvtw Laypenan rAoTue
Dwia

G UNBANS

NOMCR 23 TAHUN 2014
VNG
POATW TS TAD A

LIS 2 TAMRIN 204

fr———

aTErgs
3 Peretum dandim 2300
Y

1
Mizimau At K Pardtaen feslami
Utersu D

KORELASI IMPLEMENTASI UU DESA DAN UU KIP

DESA/NAGARI

O PEMERINTAMAN DESA/NAGAR| disebut badan publik karena telah memenuhi unsur

(1) lembaga
oksokutif yang (2} fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang (3}
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

O PEMERINTAHAN DESA/NAGARI dapat dikategorikan sebagal badan publik karena mengelola danz darl
APBN dan APBD, dan menjalankan fungsi-fungsi peleyanan terhadap masyarakat.

) Badan Publik Desa/Nagan adalah Pemerintah Desa/Nagarl, Badan Permusyawaratan Desa/Nagar,

Badan Usaha Milik Desa/Nagari dan Badan Kerjasama Antar Desa. [Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 Pasal 1)

) Badan Publik di Desa/Nagan mencakup :
- Pemerintah Desa/Nagari
- Badan Permusyawaratan Desa/Nagan
« Badan Usaha Milik Desa/Nagari
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TUJUAN UU KIP DAN UU DESA

W

1

1 mmm-wmum:‘rnm
po ) Publix, progy
Aebjakan publk. dan proses pengambdan
keputusan pubiiv, serta slasan pangambilan suatu
publit ¢ 9 partisipasi masyarakat

dalsm proses pergambinn kebijsan public

2. meningkatkan pecan aktif masyarskat dalam
pengambilan kebxj pubik dan pengelol
Badan Pubik yang bak

3. mewyudkan penyel gera yang bak,
SO e iy s vt i 3
62 capat dipenanggLrgawalian

4. mergetahui alasan kebijskan publk yang
memencarul hajst hidup crang banyak:

5 gembangkan iimu pengelahuan dan

benk 1 dan pengh atas Desa yang
Kt s i bmgurosos Sobehus s masict

mambariksn kesiasan status dan kepastan hukum atas Desa
daam sistem & ind: o
mewujudkan kaadiian bagi selurs rakyat Indanesia;

lestarikan dan jkan adst, tradis, dan budays
masyarakat Desa;

mendolcng ProwArsa. gersian, dan pamspas masyarnhm
Desa untuk pengembangan poteral dan Aset Cese gura
kesemhtaraan bersama

membentuk Pomerintahan Desa yangprofesional, efisien
dan efextit, tarbuka, sorta bortanggung jawab;

meninghatan pelayanan pubik bogl wargs masyarakst

Desa guna mempercepat perwujudan hesejatiteaan umum,

menngkatkan ketzhanan sosia! budays masyarskat Oesa guna
Desa yang mampu memelihara

kesatuan sosal sebagael bagien dan kstahanan rasicoal;

s ma) perek van yoarakal Desa nens ‘gaiss

Kesanangan pembangunan nesoos; dan

rh yarakat Desa sebagai subjek g

ARTIPENTING KIP BAGI DESA

Desa dalam kaitan pelak anf

dat UU No 6 Tehun 2014 tentang Desa dan UU No 14

Tahun 2008 tentang KIP serta Perki SLIP Desa;

1. Kemitraan pemerintah desa yang terbuka, membuka ruang-ruang partisipasi warga

melalul berbagal skema kolaborasi;

2. Makadari itu pefaksanaan KIP bertujuan agar warga desa mengetahuiapa yang dilakukan
oleh pemerintah desa [transparansi yang mendorong partisipasl);
Partisipasi berarti juga keadaan dimana pemernintah desa mendapatkan dukungan gagasan
dan keahlian dan warga desa dalam menjalankan fungsinya (partisipasi kolaborasi);

4. Kolaborasitersebut melibatkan para pihak termasuk supra desa, perguruan tinggi, sektor
swasta untuk meningkatkan efektivitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya.
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MANFAAT KETERBUKAAN DI DESA

U Dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Desa.

U Masyarakat dapat dengan mudah mengawasi setiap pembangunan Desa
;ang telah direncanakan bersama s:ng telah dituangkan dalam Rencana
embangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa).

O Kepercayaan (TRUST) masyarakat akan meningkat jika pemerintah desa
secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas dan terpecaya ‘ang
pada akirnya memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerinta

UJ Menjadi sarana sosialisasi program desa dan kegiatan-kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Strategi Mempercepat Keterbukaan
Informasi Publik di Pemerintahan
Nagari/Desa

O Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Nagarl/Desa

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang selanjutnya disebut
PPID Desa adalah Pejabat yang bertanggunglawab dibidang penyimpanan,
pendokumentasi. penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa

Struktur PPID DESA/NAGARI terdiri darn :

1 Atasan PPID dijabat oleh Kepala Desa/Walinagari
2. PPID dijabat oleh Sekretaris Desa/Nagari

3. Petugas Layanan Informasi Publik

J  Menctapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Desa/Nagan
(berdasarkan Permendagri No. 3 Tahun 2017)

5 (lima) SOP yang diwajibkan pada setiap Badan Publiksebagal berikut
1. SOP Penyusunan Informasi Publik

2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

3. SOP Ujl Konsekuensl Informasi Publik

4 SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

5. SOP Fasliitasi Sengheta informasi Publik

J  Menyusun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan

Desa/Nagarn

Daftar Informasi Publik Desa adalah Catatan yang beris! keterangan secara sistematis
tentang seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik Dess
tidak termasuk informasi yang dikecualikan,

Informasi Publik yang dikecualikan adalah Informasi vang dikecualikan dengan keputusan
PPID Desa sebagalmana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 17 Undang - Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kiasifikasi Informasi Publik
1 Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secars berkala
2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sérta merta
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O Menyediakan Meja Informasi. Formulir Permohonan Informasi serta Formulir
Keberatan

1 Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi publik serta berbagai
sarana atau fasilitas penyetenggaraan pelayanan informasi lainnya yang
bertujuan memudahkan peroiehan informasi publik

2. Formulir Permohonan Informasi

3. Formulir Keberatan adalah

J  Mengembangkan Sistem Informasi Desa
Sistem Informasi Desa adalah sekumpulan perangkat keras. perangkat lunak, sumber daya

manusia, prosedur, dan/atau aturan terorganisasi secara sistematis dan terintegrasi untuk
mengumpulkan, mengolah, mengumumkan, dan menyajikan Informasi Publik Desa.

3) Drs. Adri, M.Si (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan)

TRANSPARANST DALAM PEMBANGUNAN NAGARI

( Disampaikan Dalam Rangka Rakor PPID Nagari di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan )

Oleh :
Drs. ADRI, M.Si
Sekretans Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN, 2021
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PENGERTIAN

« Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam
Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang
menpunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu,
mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

« Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari
adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam
pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

« Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan
Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).

« Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya

« Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang
mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah

« Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam
pelaksanaan tuganya

« Kampung adalah wilayah administrasi pemerintahan
yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari.

« Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya
disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam  penyelenggaraan
pemerintahan Nagari dan sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
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DASAR:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
IndonesiaNomor 46 Tahun 2016 Tentang
Laporan Kepala Desa

UU No 14 Tahun 2008

 informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta
merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional

« hak memperoleh informasi merupakan hak asasi
manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik

* keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
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Permendagri Nomor 46 Tahun 2016

]
* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
tahun anggaran;

* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
masa jabatan;

* Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa akhir tahun anggaran; dan

* Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir
Tahun Anggaran

* Disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

* Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Tahun Anggaran terdiri dari:

— Pendahuluan;

— Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
— Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;

— Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;

— Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

— Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

— Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan
Upaya yang ditempuh; dan
* Penutup.
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Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPD) Akhir Masa Jabatan

* LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Wali Nagari
kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling
lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan

LPPD Akhir Masa Jabatan memuat materi:

* LPPD Nagari selama masa jabatan; dan

* Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima)
bulan sisa masa jabatan.

* Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan
dijadikan dasar penyusunan memori serah terima
jabatan

Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

* LKPPD Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Wali
Nagari kepada Badan Permusyawaratan Desa secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir
tahun anggaran.

* LKPPD Akhir Tahun Anggaran memuat materi yang
merupakan langkah-langkah kebijakan dalam
pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
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Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi
dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

* Untuk memenuhi hak masyarakat Wali Nagari wajib
memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

* Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir
tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses
oleh masyarakat seperti melalui papan pengumuman, radio
komunikasi dan media informasi lainnya

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Bab IV Pasal 29 tentang Pengelolaan disampaikan sbb :

* Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan
pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan
pertanggungjawaban

* Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis
Kas, yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima
atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem informasi yang saat ini kita kenal
dengan Siskeudes
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Perencanaan

1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan
Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan
dalam APB Desa

2. Sekretaris Nagari mengoordinasikan penyusunan rancangan
APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan
pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan
Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

3. Sekretaris Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan
Nagari tentang APB Nagari kepada Wali Nagari. Rancangan
Peraturan Nagari tsb. disampaikan Wali Nagari kepada
Bamus untuk dibahas dan disepakati
bersama dalam musyawarah Bamus. Rancangan Peraturan
Nagari tentang APB Nagari disepakati bersama paling lambat
bulan Oktober tahun berjalan.

Perencanaan

4. Atas dasar kesepakatan bersama Wali Nagari dan Bamus, Wali
Nagari menyiapkan Rancangan Peraturan Wali Nagari
mengenai Penjabaran APB Nagari. Sekretaris Nagari
mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Wali
Nagari

5. Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan

6. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan
Wali Nagari kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga)
hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

7. Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan
panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB
Nagari. Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi
Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada camat.

8. Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Wali Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang
APB Nagari. Wali Nagari menyampaikan informasi mengenai
APB Nagari kepada masyarakat melalui media informasi
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Pelaksanaan

* Pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari merupakan
penerimaan dan pengeluaran Nagari yang dilaksanakan
melalui rekening kas Nagari pada bank yang ditunjuk
Bupati, dengan spesimen tandatangan Wali Nagari dan Kaur
Keuangan

* Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pernag tentang APB
Nagari dan Perwana tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

* DPA terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa yang merinci setiap
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan
dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan

Pelaksanaan

* b. Rencana Kerja Kegiatan Desa yaang merinci lokasi, volume, biaya,
sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan
tim yang melaksanakan kegiatan.

* . Rencana Anggaran Biaya yang satuan harga untuk setiap kegiatan.

* Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Nagari berdasarkan DPA yang
telah disetujui Wali Nagari.

* RAK Nagari tersebut memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Wali Nagari.

* Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum
dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera
dalam DPA.

* Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
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Penatausahaan

* Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yang dilakukan
dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam
buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.

* Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum
yang terdiri atas:
a. buku pembantu bank yaitu catatan penerimaan dan
pengeluaran melalui rekening kas Desa
b. buku pembantu pajak, yaitu catatan penerimaan potongan
pajak dan pengeluaran setoran pajak
c. buku pembantu panjar yaitu catatan pemberian dan
pertanggungjawaban uang panjar

Pelaporan

* Wali Nagari menyampaikan laporan pelaksanaan APB Nagari
semester pertama kepada Bupati melalui camat, yang terdiri
dari:

a. laporan pelaksanaan APB Desa

* b. laporan realisasi kegiatan.

* Wali Nagari menyusun laporan dengan cara menggabungkan
seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
berjalan.

Pertanggungjawaban

* Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap
akhir tahun anggaran

* Laporan pertanggungjawban tersebut disampaikan 3 bulan
setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan
Peraturan Nagari.
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ato . Dwbybopar Kot P s Silatan

? Ketik:AP' (spasi) 1D
Kirim ke: 99386 ‘ ayojalangalan.com Phdoness

*BERLAKU UNTUK SEMUA OPERATOR . ; § Tivissghsbunsiioom

Rp. 2200 par s (lormasuk pon)

4) Junaidi, S.Kom, M.E (Kepala Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan)
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i EVALUASIPENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK @
PEMERINTAHAN DESA/NAGARI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Disampaikan pada:

RAPAT KOORDINASI
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari
di Lingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
Painan, 22 Juli 2021

Oleh :

e e kot Rt Pl = 6

I I |l’l

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

STRATEGI KAB.PESISIR SELATAN MENJADI BADAN PUBLIK INFORMATIF

Mengumurmian Menyediakan Informasl  Pelayanan Penobosan Fengelolaan Indomas
Informasi Publik Pubiik Informiasi Pubiik ki Dokumentas
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StrategiKab. Pesisir Selatan menjadi Badan Publik INFORMATIF
1. Mengumumkan Informasi Publik

(FERREREE!
"
|
{
{
!
{
{
]

FIRTETIE MO

N S .. B0, S ¥ O

Strategi Kab. Pesisir Selatan menjodi Badan Publik INFORMATIF

2. Menyediakan Informasi Publik
Menyediakan daftar informasi publik (informast berkala, setiop saat dan serta merta)

Sumber : hittosippid pesisis eiotonk ob. g ddhome/pu bk

Strategi Kab. Pesisir Selatan menjodi Badan Publik INFORMATIF

3. Pelayanan Informasi Publik

L Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3 Menyediokan Media Informasi yang bisa
diokses Publik

(O B0 B B B B
|
{
BEREE
|
{
|
|

0 AN LIS WAL Yo
e )| § 1] - )
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Strategi Kab. Pesisir Selatan menjodi Badan Publik INFORMATIF
4, Pengeioloan Informasi dan Dokumentasi

Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, memudahkan PPIO
dotom pengelolaan Informasi dan dokumentasi melalul Partal PPID dengan
dlamat  httpyfveave ppid pesisirsalatonkaty go.idf

A. KOMITMEN
Memastikan semua Pimpinan Badan Publik Komitmen
mendukung implementasiKeterbukaan dan Penyedioan Informasi Publik.

Pada tanggo! 9 Juli 2018 Pemkab Peaissr
Selatan berkomitmen melaksanakan
kewajiban mendukung implementasi UU
KIP dan bersedia memenuhs dan
menyediakan Infarmasi Fublik yang
berada dibawah kewenangannyo.

B KOORDINAS! rwm Utama ko PAD Pombantu dan

Mapodatichang

Bimtek PPFID Nagari df Koto X§ Farusan
31 Agustus 3030 ‘

Pembinaan 13 PPID Nagars
YRy belum At (7 Skteber 1028)
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C. KOLABORASI

Pemanfaatan Teknologilnformasi yang
mengintegrasikan Aplikasi PPID Utama
dengan PPID Pembantu dan PPID Nagari
dalam satu Portal

(www.ppid pessirselatankabgo.id)

ALUR PROSES PORTAL PAD

C. KOLABORASI_(2)

PPID Utama melaksanakan Bimtek dalam rangka Penguatan tugas dan fungsi
PPID ke Kecamatan dengan tingkat publikasi DIP yang menghadirkan seluruh
Nagarinya dimana pelaksanaannya difasilitasi don dibiayai oleh Kecamatan
itu sendin.

Untuk Tahun 2021 oda beberapa Nagari yang menganggarakan anggaran
khusus untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta bimbingan
teknis bagi PPID nagari
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D. KOMUNIKASI kl PPID Kob. Pesisic Sok el
PPID Utama, PPID Pembantu Anggnte
daon PPID Nogarn secara Sekretoris OPD, Sekretars Comat don
intens berkomunikasi
terkait penyelenggaraon 2 ormilin coi
Keterbukoan Informasi
Publik, memanfootkan E"—iﬁ : Adoun B Aashanu Kah e |
media komunikasi online R
maupun kunjungan Anggota:
OIRG M PO Admin / Operatar PPID OPD don
Kecomatan
| PPID Nagari Kab, ]
Wali Naguri, Sekretaris Nogori dan
L Admin / Operator PPID Nagori
’
|

E. KONSISTENS!

L Penyelenggoraan Keterbukaan
IMormasi Publik pada PPID diaksanakan
socora barkelanjuton baik dalam
menyadiakan OF maupun mesayani
konsultasi dan pemaohon informas

2. PPID Utama kongisten melakukan
pembinaan, Monev dan mumkan
secora barkala tarkait krnar]oiCawojibon

PPID Pomt Ty, N—p‘nt mergueTuriers hasd Morsy VD Porrboriu bt
o] Ak 2000 anmein S Apb 2008
—_——. »

Forgurmuman gl

webens Ozsomnic

Fooaot ——

==
E.KONSISTENSI

3 Pemda Pessel melaiui Dinas Kominfo seloku PPID Utomo
menyel rokon Pemenngkatan FPID {OPD, Kecamatan
dan Nogori } Tk. Kab. Pasisir Selaton setiop tahun.

Pemaeaningkatan PRID Pembantu Tk Xab.
Pessel Tahun 2021 okan dimulal pada Bulan
Agustus sfd November 2021, untuk 3 kategor|
Badan Publik .

1. Perangkot Doarah

2 Kecomatan

3 Pemerintahan Nogan
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A. KOMITMEN PIMPINAN BADAN PUBLIK
SK PPID NAGARI -
Pememerinthan Nagari wajib membentuk W |
dan Menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentsi (PPID) Nagari heruzvesipretoc *

melalul Surat Keputusan Wali Nagari e

b b S —— —————— - -
e A wa v
— —— -
——— -
—_—— — o
e [y
[V rp—— -t ot 0 v
————
—— s . aas i ot
—_—
— L ——— —— ey 4 —
. ———— -
——— - e e e e e e
e e —
——— —— o —————— " - —

D it

.-— e e o g — - S—— ——
e — B

| —— — . — - ——, ——
R e

 c——— 04 e e et

B. PERATURAN NAGARI

Pemerintah Nagarl Menetapkan

Peraturan Nagari tentang Keterbukaan

Informasi Publik di Lingkup Nagan serta

Pedoman/ Standar Operasional Prosedur ST re——_—
Pelayanan Informasi Publik Nagari T e

il
i

I
I
1
Y

!
|

it
f“ir'
1§ | |
hee]
i1’

I
i
i i!!

I

:
!

iy
i
I

i
Uil

i
i
i’

HiH
iU
i
l
'f
E

i
i
it
i
il
]

C. DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi
Publik (DIP) atas seluruh informasi Nagari yang dikelola yang
memuat ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai
informasi, penanggungjawab, waktu dan tempat pembuatan
informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu
penyimpanan dan masa retensi arsip

JOMON | TS 1
TYATANG STAREAR LAY ARAR SRS
UM DEAA
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INFORMASI PUBLIK

DESA/NAGARI

Pasal 1 Perki 1 Tahan 2015 tentang Standar Layanan Infoemas| Pubik Desa

INFORMASI PUBLIK WAJIB DIUMUMKAN
SECARA BERKALA

aamat, wsl, wesl Lagas
Han fongs, sandctir erganiiad San prodl engiat
peaher

Lagonm Nne<a
Pemonmiah
Desa

Programsegaiang jaden wakly
priaksanadn, pensekiiingiseall supnle( Gah Desaran
l“l?:}dl.ﬂl
Laporan Keuanga

program darn R Des)

Peameringan Pusal. Daseran Py ER] ]
3%) warts oati

1ancargan

Sulsn Renconi s u-'vr-m".zn u‘ll\I‘OJJ’J'
Pendapatan dan Belang Dessy P3s3l 2 Pery 1 Tahun
2018 tentang Standar
Apatan Lan antang hak don tata cara Layanan miormas:
mentlapatian IHDMaL Putdik De<a Pubik Desa

NB Pogumuman diaukan paling tambat 1 (satu) k3l dalam setahun

INFORMASI PUBLIK

TERSEDIA SETIAP SAAT
) ' m-mmm&nm onghasan s romas: pebatunt ) mmu:.mmmm ’
penerbitan miomasi, wakt dan tempat pembuatan informass, :
format s yang Yersodia.jangka Wik pesyFranan ki ) (R mpav ")
mana relonsi AP / S
< ) [mmom |

mmmnnmm
mmmm«p

)| Data perbencshanan atau inventans |

), -wui-mm |

Pasal 4 Perk 1 Tahun 2016 tentang Standar Layanan Informas! Pubik Desa
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masysrakat berdasackan mekaaisme heberatan danistay :’Pamhqn-hdhudwhuﬁhnwlm- ‘
penyelesaian senghata & Komvisd Informasi dan prosss hukum Isinnya | J

INFORMASI PUBLIK
DIUMUMKAN SERTA MERTA

)> uuuuunnmw«ﬂuqnﬂmdmmmpun w:’
saat hejaciaan berfangsung.
! mmmnumuuﬂmwﬂbmuhumuuummh

rmy-umuhhiﬂuuﬂnqwuhmdwmnuuﬂum

y
4

Pasal 4 Perk 1 Tahun 2016 tertang Standar Layanan Informasi Pudik Desa

INFORMASI DIKECUALIKAN

¥

Pemerintah Desa wajib membuka akses informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam
nn1110mhqnh&nguunw147]unzn0hdanlluht-nhhnuﬂIMHI

Pengecuallan Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujlan tentang konsekuensi

yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan

saksama bahwa menutup Informas| Publik Desa dapat mefindungl Wy-n.
lobih besar daripada membukanya atau seballknya

Pengeculian Informasi Publik Desa dibahas dalam
musyawarah Desa/Nagari

Pasal § dan Pasal 6 Perkl 1 Tahun 2018 tensang Standar Layanan nformas Pubi Desa
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JENIS INFORMASI DIKECUALIKAN

memmm ‘ Merugib 2 - ‘

Mengeanggu kepentingan perfindungan hak atas |
kekaysan Intelehtus! & perlindungan dari persaingan ‘
wsaha tidak schat | Surat Wasist

Membahayskan pertahanan keamanan negars Dapst mengunghap Rahasia Pribadi ‘

| Memorandum atau surat-surst antse Badan Publik
Mengungksp Kekayasn slam yang manund sifsinya dirabasiskan kecuali atss ‘
putusan Komisi informesi atau Pengadilan

‘ Informasi yang tidsk boleh diunghap berdasarkan
Dapat Merugikan kepeatingan hubungan luar negeri | Undeng-Und ‘

Pasal 17 UU KIP uncto Pasal 5 Perka 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informas! Pubik Desa

D. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyediakan Ruang / Desk Layanan
Informasi Publik yang memadai bagi
pemohen informasi

Ru;nngesk Layanan PPID Utama

E. LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIPEMERIN TAHAN NAGARI

[ e eyoemst i s
Pemerintahan Nagan wajib menyediakan B
1. Form Permohonan Informas: L —
2. Form Pengajuan Keberatan 4~ ——a
3. Tanda Terima Permohonan Informas: bom ey
4. Register Permohonan Informasi Publik o e —
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MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI {Pasal 22 ayat 7 UU KIP)

1. Pemohon dapat mengajukan permohenan informasi ke PPID
Desa/Nagari secara tertulis’ tidak tertulis

2. PPID Desa/Naegari mencatat nama. alamat subjek permohonan
format informasi dan cara penyapain informasinya

3. PPID Desa/Nagar wajb memberikan Tanda Bukii Penenmaan
Permintaan informasi berupa NOMOR PENDAFTARAN SAAT
PERMINTAAN DITERIMA

4. Jika Permintaan disampaikan langsung/melalui surat elektronik,
NOMOR PENDAFTARAN DIBERIKAN SAAT PERMINTAAN

i 5. Jika permintaan disampaikan melalui surat penginman NOMOR
PENDAFTARAN DBERIKAN  BSERSAMAAN  DENGAN
PENGIRIMAN INFORMASI

6. PPID Desa/Nagan berkoordinasi dengan PPID Utama (Dimas
Kominfo} dalam pemenuhan permintaan informasi

PPID Desa/Nagari wajib
menyampaikan pemberitahuan
tertulis paling lambat 10 (sepuluh) han
kerja sejak diterimanya permintaan
Baik informasi tsb berada di bawah

penguasaannya ataupun tidak /
MENERIMA atau MENOLAK permintaan
dengan alasan

Prinsip Umum:

SETIAP PEMOHON INFORMAS! PUBLEK WAJIB DILAYANI, SEJAUH MEMENUHI KETENTUAN
Maka
LSM atau Perorangan Pemohan Informasi Wayb diiayani, tanpa pengecuakan Sejauh memenuhi ketentusn & atas

Apabida Tdak Ddayani maka berpotenss SENGKETA INFORMAS! (KEBERATAN). Sengketa infrmasi dapattenad apabia
Pasal 35 UU KIP
1) Penolakan atas permintaan Informas! berdasarkan alasan pengecualian;

2)  Tudak disediakannya informas| berkala,
3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi,

4)  Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi,
6) Pengenaan biaya yangtidak wajar; dan

7)  Penyampalan informasi melebihl waktu yang diatur dalam UU yakni dalam waktu 30 hari sefak diterimanya

keberatan pamohen

F. PUBLIKASI DIP DAN BERITA

Memastikan informas: yang wajib

diumumkan dan program/kegiatan e
Nagari terpublikasi dengan baik “
melalul webiste/ medsos maupun
papan informasi di kantor wali
nagari

Papan Informasi/Pengumuman

{
i
aepn

AT DA DI TAN

Website Nagari
Publikast OIP dan Berita merupakan
salah satu indikator dalam penilaian/
pemeringkatan Keterbukaan Informasi
Publik Tingkat Kabupaten/Propinsi
Sumatera Barat
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G. ANGGARAN L AYANAN INFORMASI PUBLIK

Menganggarkan pembiayan secara
memadai bagi Layanan Informasi Publik
Nagari sesuai dengan peraturan

perundang-undangn yang berlaku

Y 0 eV aiAe b atees o T G EEEEEEE A7 WA S e e v —
PR -
© Mt Srpten fae Ammensn It Ve W
Lns Loas Vot shm
Smtam Zams Come Tevem JEE
Peemait h fems N

Ll TR P
S s L e
s S s S et S
#APERan be ¢ N W

# Autaas b § ta ta

Sumber : Wtpsdiprayungan bjs desa idiransporansi anggaran’

Target Publikasl Dokumen Informasi Publik Dan Berita IARGET MINIMAI
Di Lingkungan Permerintah Kabupaten Pesisic Selatan PUBLIKASIDIP /
b BERITA

TASGET BERITA/
TAMUN

TARGET DIP/

BADAN FUsLIx
y TAHUN

HADAN/DINAS YANG MEMILII UNIT

PELAKSANA TEKNIS/UNIT KERIA
LAYANAN

RUMAM SAKIT LINUM DAERAN
B KECAMATAN

SK Bupati Pesisir
Selatan Nomor : 487/
141 /Kpts/BPT-PS/2021
Tentang

Penetapan Target
Publikasi Dokumen
Informasi Pubiik dan
Berita di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun
2021
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LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI DIF DAN SERITA PPID PEMBANTU NAGARI TAHUN 2021
Keadaan 1 JANUART 20213/d 2 JUNI 2021

1 475
2 o T
1 AGARI SUNCA FULAI 0 7800
4 PAGART PAINAN TIMUR PAINAN Y] o o .10
5 NAGAX: DATU HAMPAR SELATAN @ o o 5400
o INAGASI BUNGA PASANG SALIDO n 0 0 e
7 [AGARI PALOKAN INDERAPURA 1 0 0 e
8 INAGAR! TAMBANG = 1 o 183
o INAGARI PASAR SUKIT AR HAX » 0 0 40,00
1] rur.m BINJAI TAPAN 28 1 0 4043
11 NAGARI PADANG X TUNGGASAN 5 2 ) 3730
11 [NACARI INDERAPURA TENGAH 24 o 2 3840
11 ACARI SGUNTUR TUA 25 0 0 1500
14 [NAGARI PASAR HIARY 4 0 0 1140
i3 NAGARI LAKITAN UTARA H 0 o 32.20
10 [NAGARI INDERAFURA TIMUR ) 0 0 2940
17 |NAGARI KOTO VIl ELANGAI T [ 0 2800
18 |NAGAR] EARUNG BARUNG BALANTAI TINUR 2 [ [ 2000
19 [NAGARI LALANG PASTANG INDERAFURA 19 0 0 2040
20 [NAGARI KUBU TAPAN [ 0 0 2330
1 m LAKITAN 17 [ 0 320
33 [NAGARI TARATAR TANGAH LUMPO w B o 2350
3 PJ.AMN DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA 16 L] 0 240
34 [NAGARI BUKIT BUAI TAPAN 15 ) o 2100
23 [NAGAR! SUNGAI TUNU UTARA 13 L] 0 1100
26 NACARI SICUNTUR bl ] o 0 1040
37 INAGARI AUR BIGALUNG TALAOK 1 0 ) 1950
28 NAGAR] KAMRANG TIMUR 13 o ] 1820
29 NAGARI TARATAX SUNGA! LUNDANG 10 0 o 1400
10 NAGARI TURING TINGGI TAPAN [ 0 0 1260
3l klﬂlﬂ KAMBANG BARAT 5 4 [ pRE. )
32 Pmuu CGUREN umiw UTASA 8 o o 1120
33 PA“IU KOTO RAWANG ] o [ 1120
34 PAEARI FASIA PELANGA! 7 o [ %00
s Pu“m INDERAPURA UTARA & 1 o 085
36 ru“m LUSSIK BETUNG INDERAPORA &8 Q o E- T
kbl ’(mm FASAR TAPAN s [} 0 7.00
3 Pmem SETARA NANGGALO + 0 0 500
39 NAGARL LAKITAN SELATAW 1 0 0 420
40 [NAGARI TALANG BINIAL ) 0 0 420
41 [NAGARI SUNGAL SARIAX LUMPO ' 0 0 420
42 [NAGARI LAKITAN TENGAR 3 ) ) £20
43 NAGARI KAMBANG z L 0 +03
+4 NAGARI LASITAN TIMUR z [ 0 280
45 NAGARI THG0 SUNGAI INDERAFURA 2 [ 0 )
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4 [NAGAR! PUNGGASAN UTARA 2 0 0 280
47 NACARI TLUK KUALD INDERAPURA t ] o L4
2 NAGARI EATANG BETUNG TAPAN 1 0 [ 140
49 NAGARI INDERAPURA RARAT 1 0 0 140
30 NAGARI LUNANG UTARA 0 0 140
51 INAGARI PULAD KARAM AMPANG PULA 1 L) 0 Ld0
ST NAGARI KOTO NAN DUQ IV KOTO HILIE i ] 0 140
51 NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH 1 0 140
54 NAGARI AR HAIl SAHAT 1 0 0 L40
55 NAGANI BATANG ARAM TAZAN e 1 0 125
36 NAGARI MUARA INDERAFURA [ 1 0 123
57 RAGARI PAINAN [ i 0 125
55 NAGARI LAGAN MUDIE PUNGGASAN 0 1 0 125
50 NAGARI LAGAN HILIE PUNGGASAN o t G 125
80 NAGARI INDERAFURA SSLATAN e 1 o 125
Bl NAGARI BATU HAMPA 0 1 0 125
62 NAGARI LUNANG TIGA ¢ 1 0 125
HASIL MONEV DIP DAN
Jumiah Nagari Nagarl Aksif Nagari Tdk Aktif BERITANAGARIDI

WEBSITE

SAMPAI DENGAN JUNI
2021

182 62 120

Berdasarkan Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP)

Target Minkmal  Nagarlyangsodah  Nagael yang Belum Nagai yang memonahi

0P Nagarl Publikasi DIP Publiasi 0P Target
50 doo/Nagari 1 Nagan 128 Ngari 3 Nagans
1. Nagarl Sambungo
2. Nagari Durian Seribn
3, Nagari Sungai Pulal i
Berdasarkan Jumlah Berita
Targat Minimal Nagari yang sudah Nagari yang Belum  Nagari yang memenuhi
Berita Publikasi Berita  Publikosi Berita Target
24 Berita 62 Nogar 120 Nagarl 0

TERIMA KASIH

KUNJUNGI KAMI DI : https://ppid.pesisirselatankab.go.id/

Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Instagram : ppid_kab_pesisirselatan

Twitter : ppid kabupaten pesisir selatan

Jangan lupa like dan subcribe Youtube PPID Kab. Pessel :
PPID Kabupaten Pesisir Selatan
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5) Riki Dwi Putra, S.Kom, M.Kom (Sistem Informasi Nagari/SINAR 2021)

SINARV21.06

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

PEMBAHARUAN SINAR V21.06

- Perubahan Nama Domain
- Perubahan Tampilan =
/ PESISIR SELATAN \
- Terintegrasi dengan Server ' . B
Satu Data Pessel
- Terintegrasi dengan Sikudes
- Penambahan menu layanan

- Panel Admin Mengikuti SID V21.06
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Y
PEMBAHARUAN SINAR V21.06

APLIKASI SINAR V21.06

Perubahan Nama Domain

Lama : http://ramanagar.nagari.pesisirselatankab.go.id

Baru : http://namanagari.pesisirselatankab.go.id

V@
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Cara Akses Admin

DATA PANTALAN COVD 19

STATISTIK NAGARI

Mo T B

Tampilan Utama Sinar V21.06

- v s
* S vDwep
h :
=)
Klik Sinar
V.06 ’
e WS

Cara Akses Admin

Halaman Login SID

s
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Halaman Admin

* ° o

| . @ L " . °
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1. Pengisian Judnl Dokumen « Ketik Judul Dokumen
2. Unggah Dokumen = Browse

3 Kategori Informasi Publik « Disesuaikan

4 Tahun = Tahun Dokumen

— e
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Cek Dokumen Pada Web PPID

Dashboard Sisam Indormasd Nagan K
SISTEM INFORMASI NAGARI (SINAR) o A O 0
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i
Cek Publish Dokumen Pada Web PPID

I e et

Profil PPID

AGARI
vhon Maaf Mohon Maaf

Pengisian Profil PPID

O3

T T I . TS - [E—
o,

EAKEEY - ERKN » KX
. NN - RN R e
e SR
. . M Tt
e

. CENEY - EREN + K3
. NN - EEEN % R e
. S ENEREE ) ——
TR TSN Ee—

O

o —— — Sree s
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Pengisian Profil PPID

 FINEEY -« PAFY o P9 e

Pengisian Profil PPID

=

R/ v F® 3N 8 & @
= ¢ nEE 2 LA~0oTs o =y B
" as £ Pengisinn Visi Dan Misi vE :

" — ! C—— Kiik simpnn
e s
o P S
4':.‘.:""":"“"“-.’:'..""".‘:‘..""‘“"’“""‘“’“’\ om= l@
vis
B, _//

12. TANYA JAWAB
a. Rabu/21 Juli 2021

1)

2)

Surmayenti (Kecamatan Airpura)

Tanya : Apakah Notulen Rapat termasuk informasi publik dan dapat diunggah di
website sebagai DIP?

Jawaban : (Hendra J. Kede) sebenarnya setiap informasi di masing — masing
Badan Publik yang berhak menentukan dan menetapkan bahwa termasuk
informasi publik atau informasi dirahasiakan/dikecualikan adalah Pejabat
Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) itu sendiri dengan sebelumnya
didahului dengan proses uji konsekuensi.

Fitra Handayani (Sekretariat DPRD)

Tanya : Berapakah jumlah DIP dan berita yang harus dipublikasi biar posisi dari
sebuah OPD masuk dalam zona hijau?
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Jawaban : (Junaidi, S.Kom, M.E) sebagaimana yang telah kita sampaikan
kepada seluruh PPID OPD dan Kecamatan terkait target minimal publikasi DIP
dan berita untuk masing — masing Badan Publik. dimana target tersebut lah
ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/141/Kpts/BPT-
PS/2021 tentang Penetapan Target Publikasi Dokumen Informasi Publik dan
Berita di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

3) Adek Mulyardi (Bapedalitbang)
Tanya : Apakah setiap dokumen/informasi yang ada di PPID, diminta harus
melalui formulir permohonan informasi publik. Bagaimana apabila yang meminta
informasi tersebut adalah OPD lain untuk keperluan penyusunan laporan atau
lain sebagainya?
Jawaban : (Junaidi, S.Kom, M.E) Tidak selalu. Untuk OPD lain yang memerlukan
data/informasi dari suatu OPD tidak perlu melalui permohonan informasi publik

b. Kamis/22 Juli 2021

1) Yurman (Nagari Kambang Barat)
Tanya :

1. Keterbukaan Informasi Publik dibagi menjadi 2 kategori yaitu informasi
publik yang bisa diakses dan dibuka seluas — luasnya dan informasi yang
dirahasiakan/dikecualikan. Yang saya tanyakan aoa saja informasi yang
dikecualikan untuk Pemerintahan Desa/Nagari?

2. Banyak LSM/Wartawan yang mangatasnamakan Keterbukaan Informasi
Publik yang meminta dan menanyakan kebijakan nagari seperti rencana
kerja/rencana anggaran biaya bahkan informasi lainnya yang sensitif.

Jawaban :

1. Junaidi S.Kom, M.E (Kadis Kominfo) : Untuk SK Wali Nagari tentang

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari dapat
dicontoh dari beberapa nagari yang sudah menetapkan atau silahkan
berkoordinasi dengan Diskominfo selaku PPID Utama.
Untuk penetapan daftar informasi dikecualikan dapat dipedomani dan
dicontoh daftar informasi yang dikecualikan Kab. Pesisir Selatan yang
telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan yang
sebelumnya telah dilakukan uji konsekuensi.

2. Adrian Tuswandi, S.H Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat) : Jika
ada wartawan/LSM yang meminta informasi publik/dokumen — dokumen
yang sensitif harus sesuai dengan SOP pelayanan informasi publik. Oleh
karena itu, sangat penting setiap Nagari menetapkan SOP yang jelas dan
tegas sebagai pedoman.

3. Hendra J. Kede (Komisi Informasi Pusat) : Hak pengecualian sebuah
informasi merupakan kewenangan dari PPID, tapi sebelum harus melalui
proses uji konsekuensi yang melibatkan seluruh lembaga nagari dan
mungkin juga bisa dihadirkan PPID Utama dan Bagian Hukum Kabupaten.
Wartawan dan LSM boleh saja meminta informasi/dokumen kepada
nagari. Tapi kebanyakan sekarang adalah wartawan/LSM yang nakal.
Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa, dimana setiap permohonan informasi publik harus
sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan dengan
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dilengkapi dengan syarat pemohon informasi publik. Untuk perseorangan
harus disertai KPT/Identitas Diri. Untuk LSM harus jelas legasl standing
dengan adanya akta pendirian dari kemenkumham.
2) Febriyani (Nagari Tanah Bakali Inderapura)
Tanya : Selama ini belum ada pelatihan/bimbingan teknis yang terkait dengan
Keterbukaan Informasi Publik di Desa untuk pemerintahan nagari, disarankan
untuk dapat diadakan secara berkala agar kami di nagari lebih mengerti dan
paham.
Jawaban : Pelatihan/Bimtek untuk Nagari sudah direncanakan tetapi karena
pandemi yang masih terjadi jadi kita belum bisa melakukan secara tatap muka.
Makanya kita adakan secara daring/virtual melalui aplikasi zoom.

13. REKOMENDASI

Rekomendasi dari rapat koordinasi ini adalah sebagai berikut :

a. PPID Pembantu (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari harus membentuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan ditetapkan melalui keputusan
Kepala OPD/Camat/wali Nagari.

b. Mendorong percepatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di PPID
Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

c. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada masing — masing
PPID Pembantu dan Nagari.

14. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
dalam rangka Keterbukan Informasi Publik Tahun 2021 ini buat.

Painan, 23 Juli 2021
KEPALA BIDANG

STATISTIK DAN PELAYANAN INFORMASI PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,
s ‘
HARRISON TAR, S.Pi, M.Si SILVIA PER SARI, S.Kom
Pembina (IV/a) Penata’(}l/c)
NIP. 19700703 199903 1 002 NIP. 19870323 201001 2 037
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LAMPIRAN
1. Dokumentasi

2. Undangan

LAMPIREN
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DOKUMENTASI
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN NAGARI DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TANGGAL 21 s.d 22 JULI 2021

MUARA INDERA

PEMBAHARUAN SINAR V21.06

W Lanya Domalin

uhadan !
rubatan Tamatiae
ntegral

W
Tor dengan Server
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